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ABSTRAK

Nama : Tommy Prabowo
Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Formasi Jabatan Notaris Dan Kaitannya Dengan Pelanggaran Kode
Etik Notaris (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang)

Formasi Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu
wilayah jabatan Notaris,yang berwenang untuk menentukan Formasi Jabatan Notaris
adalah Menteri Hukum dan HAM RI. Keberadaan dan jumlah Notaris disuatu daerah
harus ditetapkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan
jasanya, dengan kriteria formasi,yaitu: Kegiatan Dunia Usaha, jumlah penduduk, dan
ratarrata jumlah akta notaris yang dibuat setiap bulan. Permintaan formasi yang
berlebih dibanding dengan formasi yang tersedia dapat menimbulkan kesulitan pada
saat penempatannya, sehingga terjadi  penumpukkan Notaris yang dapat
mengakibatkan persaingan tidak sehat sebagai suatu pelanggaran, baik pelanggaran
kode etik notaris maupun pelanggaran UUJN. Jumlah Notaris yang terlalu banyak
juga akan berpengaruh pada sulitnya mengontrol kinerja para Notaris, baik secara
interna oleh organisasi Notaris maupun eksternal oleh pemerintah melalui Maelis
Pengawas Notaris.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif
yang bersifat deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah melalui
Menteri Hukum dan Ham RI yang menjalankan administrasi negara khususnya dalam
penentuan formasi jabatan Notaris harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia nomor:
M.HH-05.02.11 Tahun 2009 tentang formasi jabatan Notaris haruslah ditinjau
kembali karena penentuan formasi jabatan Notaris tidak bisa ditentukan dari jumlah
penduduk semata dan hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus karena dapat
berpengaruh pada kinerja Notaris dalam praktek dalam masyarakat sebagai pejabat
umum.
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BAB 1
1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah ptadsaci tata
pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Agendaletsmerupakan upaya
untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, arl&n : menerapkan nilai-
nilai etika aparatur guna membangun budaya keng yaendukung produktivitas
kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fymgsyelenggaraan negara,
khususnya dalam rangka pemberian layanan umum &epadsyarakat ;
menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja l@méaga di pusat dan
antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupat&/kaneningkatkan sistem
kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (emaea) pada semua tingkat
lingkungan pemerintahan; dan menciptakan sistemirastmasi pendukung dan
kearsipan yang efektif dan efisien.

Di Indonesia, pembangunan dilaksanakan secara eheofl di segala
bidang, salah satunya di bidang hukum. Dengan seydibidang hukum juga
terkait dengan bidang-bidang kehidupan lainnya.sBtu pihak, hukum dapat
dipergunakan sebagai sarana perubahan, dan dilmak pntuk dapat berfungsi
sebagai sarana untuk mengesahkan perubahan-pemuzattaterjadi.

Tujuan yang hendak dicapai melalui berbagai kkbgaaan yang telah
digariskan untuk setiap masalah pokok di bidang h@@munan hukum perlu
diwujudkan dalam bentuk sejumlah kegiatan. Perarfarkum dalam
pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahaerjadi dengan cara
yang teratur. Perubahan yang teratur dapat dib@Eleluperundang-undangan atau
keputusan badan-badan peradilan.

Undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jaldtdaris untuk
selanjutnya disebut “UUJN” telah diundangkan padaygal 6 Oktober 2004 dan
mulai berlaku pada tanggal diundangkan UUJN terseberupakan peraturan
yang harus ditaati oleh Notaris. pengaturan Forrjestan notaris diperlukan
agar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, ipéinga ada penyebaran dan

Universitas Indonesia
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pemerataan penempatan notaris yang baik dan besaaisdengan kebutuhan
masyarakat.

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dagalse hukum.
Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokalhdamental) bagi adanya
suatu masyarakat yang teratur. Aspek ketertibaantdg@roses penegakan hukum,
mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum dikkati dengan penegakkan
perundang-undangan. Peraturan perundang-undangaopakan unsur dari
sistem hukum dan sampai sejauh mana peraturan dargrundangan tersebut
jelas, sistematis dan sinkron terhadap kondisi arasat. Selanjutnya dapat
dilakukan penggantian peraturan perundang-undangery tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat ataupuguswn peraturan yang
baru yang selaras dengan kebutuhan dan kondisiarest dewasa ini.

Dewasa ini, pada umumnya penegakan hukum serantdsitkan
dengan ketertiban. Tugas terpokok dari hukum adalatuk menciptakan
ketertiban. Ketertiban merupakan syarat terpok@ngd masyarakat yang teratur.
Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat maka abalsanlah untuk
mengadakan kepastian. Kepastian dalam hukum dastiep karena hukum.

Dinamika masyarakat di era globalisasi semakin m#ahkan sumber
daya yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilabiddiing kenotariatan
khususnya dalam menyiapkan bukti tertulis yangsiter otentik mengenai
keadaan peristiwa atau perbuatan hukum untuk memj&®pastian hukum.
Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yangshdiperbuatnya dan
akhirnya timbul keresahan. Masyarakat mengharapkaanfaat dalam
pelaksanaan atau penegakan hukum, dalam hal tgrgtitiwa yang konkrit.
Hukum harus berlaku dan untuk ditaati. Masyaraka&ngharapkan adanya
kepastian hukum, karena dengan adanya kepastianmhaolasyarakat akan lebih
tertib dan teratur . hukum bertugas menciptakanagign hukum karena

bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat.

! Soejono Soekant&psiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1980, him 11.
2 Sudikno Mertokusumadylengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1995, him 145.
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Ketertiban masyarakat dalam hal tertib hukum adstrasi. Administrasi

dalam pengertian luas, dapat ditinjau dari tigausughitu?®
1.Administrasi sebagai proses dalam masyarakat.
2,Administrasi sebagai suatu jenis kegiatan manusia

3.Administrasi sebagai kelompok orang yang secarsama-sama sedang

menggerakkan kegiatan-kegiatan.

Administrasi merupakan keseluruhan proses-prosasg ynulai dengan
proses pemikiran, proses pengaturan, proses peapapguan sampai dengan

proses tercapainya tujuan itu.

Setiap kebijakan yang ingin dilaksanakan harusalmelsatu atau lain
bentuk perundang-undangan. Tanpa prosedur yang k@demikesahan dari
tindakan pemerintah dan negara pun perlu diperkamyaPada akhirnya perlu
ditingkatkan penyelenggaraan urusan-urusan hukinagse keseluruhan melalui
penyempurnaan aparatur yang berkaitan dengan eggnidan sistim

administrasi.

Menteri kehakiman sebagai aparatur negara meropakgan yang
menjalankan administrasi negara khusunya pengatialam penentuan formasi
jabatan Notaris harus sesuai dengan perundang-gadarang telah ditetapkan.
Apabila perundang-undangan tersebut sudah tidalaskgyi dengan kondisi saat
ini, maka perlu dilakukan perubahan atau pembahateeghadap perundang-
undangan tersebut. Guna terciptanya kepastian hulalam mencapai ketertiban
masyarakat. Kepastian hukum terhadap kebutuhamatapatalam melaksanakan

peraturan yang telah ditetapkan.

Kepastian hukum pada hakekatnya adalah suatu ti@pasentang
bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan ahasaksalah hukum,
bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaganhbéigi masyarakat,

apakah hukum dan kewajiban-kewajiban para wargayanalsat dan seterusnya.

% C.S.T Kansil Pengantar |lmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ketujuh, Balai
Pustaka, Jakarta, 1086, him 450.

Universitas Indonesia
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Kepastian hukum juga dapat terwujud dalam keputysgabat yang berwenang
yang menyangkut suatu peristiwa tertehtni berarti suatu sinkronisasi dari pada
peraturan-peraturan hukum yang menyangkut berltég@ng kehidupan dan juga
mengenai keputusan-keputusan. Kalau peraturan dpotlksan mengenai satu

bidang saja sudah bersimpang siur, mana mungkikeukstian hukum.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang akegéar-
keterangannya dapat diandalkan , dan dapat merabetdepastian hukum,
seseorang yang dapat dipercayai, yang tanda taygadan capnya dapat
memberikan kekuatan pembuktian. Semua hal tersaboggambarkan peranan

seorang Notaris dalam masyarakat, peranan seoratagifNyang ideal.

Kedudukan seorang Notaris dalam masyarakat menrargiegang
peranan yang sangat penting, terutama dalam halegmaan alat pembuktian.
Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang keuhtuk membuat atau
mengeluarkan alat bukti berupa akta otentik unteknimerikan kepastian hukum
di bidang hukum perdata. Sebagaimana diatur dalasalpl angka (1) UUJN

bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang unt@mbuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dima#alain undang-

undang ini”.

Pengertian Notaris berwenang membuat akta oteh@kus dipahami
bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentikeguddnila hal itu diminta atau
dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingamykidinyatakan dalam suatu
akta otentik. Akta itu adalah bukti perbuatan hukpimak-pihak, bukan Notaris
yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutarbu&an hukum dari

pihak-pihak itu misalnya membuat perjanjian diaatgihak-pihak.

Berdasarkan pasal 1 angka (1) UUJN diatas dapsatatdikan bahwa
wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuatakntik. Otentisitas dari

akta Notaris bersumber dari pasal 1 angka (1) UUdu Notaris dijadikan

* Soejono Soekanto, Op Cit, him 11.
® G.H.S Lumban TobingPeraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, him 39.
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sebagai pejabat umum, sehingga dengan demikianyaktg dibuat oleh Notaris
dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akémtik, seperti yang
dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata, menyatakwdn

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didatemtuk yang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapaawsegpegawai umum yang

berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu ditymt°

Notaris dalam memberikan pelayanannya, bertanggawagb kepada diri
sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawphdeediri sendiri, artinya
Notaris bekerja karena integritas moral, intelektea profesional sebagai bagian
dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, asgorNotaris selalu
mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dergatutan kewajiban hati
nurani. Notaris tidak mendapat gaji dan/ atau yaergsiun dari pemerintah tetapi
Notaris mendapat honorarium daripara kliennya s@bagbalan jasa-jasanya,

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Profesi dan profesionalisme merupakan hal yangktidlapat dipisahkan
satu dengan lainnya. Kedua hal tersebut berkaitah dengan persoalan etika.
Etika profesi memang merupakan haketat dari profesisme. Sudah merupakan
suatu hal yang wajar apabila seseorang menjalapk#&erjaan atau tugasnya
secara profesional maka ia akan dipercaya olelyaraisat atau pihak yang akan
bekerja bersamanya dan orang tersebut akan dapetsbedalam pekerjaannya,
dan meraih kesuksesan. Demikian pula halnya depgaiesi jabatan seorang

Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengapada Undang-
Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sdsagan etika profesinya. Etika
profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk digenoleh profesional dalam
mengemban profesinya. Etika profesi berbeda-bedaurae bidang keahliannya
yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwkardsecara formal ke dalam
suatu kode etik “kode” adalah segala yang tertdas disepakati kekuatan

hukumnya oleh suatu masyarakat tertentu, sehinggde” etik” dalam hal ini

® Ibid, him 48.
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adalah hukum yang berlaku bagi anggota ,masyanaiaesi tertentu dalam
menjalankan profesinya.

Demikian pula dalam era perdagangan bebas akaaoiptegcan perubahan
yang mengakibatkan persaingan semakin ketat, sgdingroblematika
kemasyarakatan menjadi tambah beragam dan rukiteiteecuali dalam bidang
hukum. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris méakupenegakan hukum
khususnya di bidang hukum perdata, Notaris dapatit tumemacu laju
pembangunan dengan cara menciptakan atau membbkuokukn baru melalui

jalur pembuatan kontrak-kontrak.

Sekarang ini jumlah Notaris yang akan memberikalayanan atau jasa
hukum kepada masyarakat sudah terlalu banyak atebri kebutuhan yang
diperlukan, sehingga terjadi persaingan yang laettdra para notaris dalam suatu
wilayah jabatan yang jumlah Notarisnya telah mélelformasi yang telah
ditentukan. Oleh karena selama ini Notaris terkotrasi di suatu wilayah

tertentu saja.

Penentuan Formasi yang kurang sesuai pada su#yalw tertentu,
menyebabkan terjadinya penumpukan Notaris hal Hatséerakibat pula
terjadinya persaingan yang tidak sehat dikalangamamé, sehingga banyak
terjadi pelanggaran kode etik Notaris . jumlah Ketanakin tak terkendali,
artinya sudah melebihi formasi. Karena terlalu ladmya Notaris tersebut
menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Contohnydotaris A untuk
mendapatkan klien ia harus banting harga sampaurmaekan tarif di bawah
kesepakatan yang ada.

Notaris sebagai pejabat yang melakukan jasa penmdaukum, imbalan
jasanya dikalahkan dengan tarif seorang calo atkelar tanah, “kapan kita mau
saling menghargai kedudukan kita dan berikrarktialean mau dibanting harga

akta kita oleh klien®

" Suhrawardi K. LubisEtika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, him 8.
® Hardjo Gunawan, “Notaris/PPAT Kasihan deh lu, “&lah Renvoi no 26 (3 Juli 2005).
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Berdasarkan hal diatas, maka pengaturan mengeor@nali jabatan
Notaris harus diterapkan dengan baik dengan peatigdn sebagai berikut:

1.Notaris adalah pejabat umum yang profesional yamgnjalankan
sebagian kekuasaan negara di danigi hukum perdata untuk
membuat alat bukti berupa akta otentik yang memaiukekuatan

pembuktian yang sempurna untuk memberikan kepastikam.

2.hadirnya Notaris di suatu daerah harus sesugatejumlah masyarakat

yang membutuhkan jasanya.
3.Notaris adalah pekerjaan/profesi (beroep), bygaansahaan (bedriff).

4.Notaris dalam menjalankan jabatannya diangkatdila@rhentikan oleh
negara, tetapi dalam menjalankan jabatannya tidagEmperoleh
honorarium dari negara. Dalam menjalankan jaba&nNgtaris harus
mandiri dan selalu memelihara, serta menjunjungygiinkeluhuran
martabat dan jabatan Notaris. Karena Notaris bydlemgusaha, maka ia

tidak boleh melakukan persaingan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004artgntlabatan
Notaris, dalam pasal 1 angka (12) disebutkan bahwa:

“Formasi jabatan notaris adalah penentuan jumlahtafdo yang
dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris”

Pasal 21 Undang-undang jabatan Notaris, menyebbikiawa:

“Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notgada daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dengarpertimbangkan usul

dari organisasi Notaris”.

Oleh karena itu, keberadaan dan jumlah Notarisuditu daerah harus
ditetapkan jumlahnya sesuai dengan masyarakat yaegpbutuhkan jasanya
untuk itu harus ditetapkan kriteria-kriteria damgyaratannya , yaitu diatur dalam
pasal 22 undang-Undang Jabatan Notaris.
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Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Agasiusia Republik
Indonesia Nomor: M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 Tegtdformasi Jabatan
Notaris, dalam pasal 1 angka (1) disebutkan bahweamasi Jabatan Notaris
adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkara pactu tempat kedudukan
Notaris. di suatu wilayah kerja.,Kebutuhan jumlabtadis secara nasional dapat
dengan cepat dipenuhi, bahkan sekarang jumlah Notrdah melampaui
kebutuhan. Dengan jumlah Notaris yang melimpah tdapenimbulkan
persaingan yang tidak sehat antar sesama Notamser8ara itu seorang Notaris
dianggap sebagai fungsionaris dalam masyarakat,ingggh sekarang
keberadaannya masih disegani. la dianggap sebagasang pejabat tempat
seseorang dapat memperoleh nasihat hukum yang diégadalkan. Segala
sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konsjaatialah benar, ia adalah
pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukilgh. Undang-Undang
ditugaskan kepadanya, maupun hal-hal lain yang dterk dengan

kewenangannya sebagai pejabat umum.

Telah menjadi suatu asas hukum publik (publiehsdigh beginsel),
bahwa seorang pejabat umum, sebelum dapat mergalgaliatannya dengan sah
, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diasubiipahnya). Selama hal itu
belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh ddakt dapat dijalankan dengan
sah? Seorang Notaris harus mengucapkan sumpah (janjikdgéerangan) yang
diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 tahd®v ZTentang Jabatan
Notaris menurut agamanya, dihadapan menteri ataibateyang ditunjuk. Dalam
menjalankan sumpah jabatannya, Notaris harus sesmgan sumpah jabatan,
baik dalam perbuatannya maupun tanggung jawabelyagsi seorang Notaris,

sehingga Notaris diharapkan dapat bersikap seicataherpihak.

Seiring dengan perkembangan zaman , maka tugasideelain membuat
akta juga memberikan nasihat hukum (legal advita) penyuluhan hukum serta
memberikan penjelasan mengenai peraturan perundatapgan kepada pihak-
pihak yang bersangkutan, berkaitan dengan aktayaitig dibuat dihadapannya.
Perkembangan sosial yang cepat, mengakibatkan gerdkembangan hukum

® G.H.S Lumban Tobing, Op Cit, him 14
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dalam masyarakat, maka peranan Notaris menjadiasak@gmnpleks, terhadap
tugas-tugas yang diberikan kepadanya menurut keteriindang-Undang. Untuk
mengetahui kedudukan, fungsi dan siapa Notarisdiatur dalam pasal 1 angka

(1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur aesarum tentang
tugas-tugas Notaris sebagai pejabat umum yang hangemembuat akta otentik
dan kewenangan lainnya. Akta otentik sebagai aldtiltersebut mempunyai
peranan penting dalam setiap hubungan hukum dadmddkpan masyarakat yang
dapat menentukan secara jelas hak dan kewajibanggehmenjamin kepastian
hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindgadiesengketa. Jika terjadi
sengketa akta otentik yang merupakan alat bukkusgr dapat memberikan
sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara.

Agar otentisitas aktanya tidak diragukan, makargritas moral seorang
Notaris tidak boleh diragukan. Oleh karena itu nmamakan nilai-nilai moral
etika profesi Notaris menjadi sangat relevan. Sebgelasan bahwa para Notaris
harus diawasi, karena Notaris menjalankan suatgsfusosial yang sangat
penting. Pengawasan terhadap Notaris diatur daksal 7-81 Undang-Undang
Jabatan Notaris , yaitu pengawasan Notaris dilakudtah menteri Kehakiman .
pelaksanaan pengawasan tersebut, Menteri Kehakimeanunjuk Majelis

Pengawas.

Kiranya dapat dipahami, bahwa seorang Notarisatiard menjalankan
jabatannya sekalipun ia telah memiliki ketrampilamkum yang cukup, akan
tetapi tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpanygalgpenghayatan terhadap
keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-dligan ukuran etika, tidak akan
dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimanadyamgut oleh hukum dan

kepentingan masyarakat umum.

Banyak Notaris yang melakukan pelanggaran bailkndea maupun tidak
disengaja. Kesengajaan mereka melanggar aturaebtgrsbertujuan untuk
mensiasati persaingan yang semakin ketat antaramsesNotaris . jika

pelanggaran kode etik dapat dikategorikan sebagi@uatan yang merendahkan
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martabat jabatan Notaris , maka sanksi dapat ddeengerhadap mereka yang
melakukan pelanggaran terhadap kode etik Notaris.

Bicara mengenai kode etik, pada hakikatnya kod& etempunyai
hubungan yang erat dengan tanggung jawab dan itaiegnoral. Tanpa adanya
integritas moral yang baik, tidak mungkin dapatad#pkan adanya tanggung
jawab dan etika profesional yang tinggi, yang hatinsiliki oleh setiap Notaris.
Sebagaimana ketrampilan teoritis dan teknis di frgdarofesi Notaris harus
didukung oleh tanggung jawab dan etika profesi @edangan sumpah jabatan
seorang Notaris. Kepatuhan terhadap kode etik mdergalah satu ukuran
kematangan Notaris dan profesionalitasnya yangjitedan tidak mudah
dipengaruhi pihak manapun. Jujur, mandiri dan tidaépihak seharusnya
menjadi pribadi dan intergritas seorang Notarigidmana memberlakukan klien

dan juga teman seprofesi.

Di bawah ini merupakan beberapa contoh perbuatagy yeertentangan

dengan keluhuran dan martabat jabatan Notaris:
1.Melakukan persaingan yang tidak jujur diantasas® rekan Notaris.

2.Mengadakan kerjasama dengan cara yang tidakkdipgmkan melalui orang-
orang perantara (misalnya memberikan kepada f@@eansebagian dari

honorarium yang diterimanya).

3.Menetapkan imbalan jasa atau honorarium yandp lebidah dari yang berlaku
umum dikalangan Notaris (setempat atau yang dketaperkumpulan) dengan
maksud untuk menarik kepadanya klien-klien dari axist lain atau untuk

memperluas jumlah klien, dengan merugikan yang lain

4.Melakukan rangkap jabatan dan berkantor di dogpét yang berbeda di luar

daerah jabatannya.

Permasalahan formasi jabatan Notaris penyebabng@hadarena tidak
ditinjaunya lagi dasar penetapan formasi sesuagaleiketentuan yang diatur di
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris , misalnygbdrank, berapa real estate,

tolak ukur penetapan formasi sudah saatnya ditikgaubali karena sudah tidak
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sesuai dengan kondisi saat ini, sebab dapat metkerbiefek negatif dari hal-hal
yang seperti persaingan honorarium, membuka du@ikatbuatnya akta dengan
pengurangan persyaratan hukum dan lain-lain, yaagatd mengakibatkan
turunnya martabat Notaris, baik dimata masyarakaupun dimata hukum.
Sementara seorang Notaris dituntut selalu menjgnjunggi keluhuran martabat
dan tanggung jawab Notaris sebagai profesi kepaesgyujur, mandiri, dan tidak

berpihak , sesuai dengan kode etik profesi jabldtaaris.

Berdasarkan pengetahuan penulis , penelitian teisiselum pernah ada.
Apabila ternyata pernah dilakukan penelitian yaagna maka penelitian ini
diharapkan dapat melengkapi. Dalam tesis ini penakmbedakan dengan tesis
pelangggaran kode etik pada umumnya dan penulisitikiEratkan pada
penentuan formasi jabatan Notaris yang tidak mera&hingga terjadi
penumpukkan Notaris yang dapat menimbulkan peraairnglak sehat diantara
Notaris sehingga menimbulkan pelanggaran kodeMtiaris. Melalui penelitian
Ini penulis berharap dapat memberikan masukan kepbdaris dan para pihak
yang terkait khususnya pemerintah agar ditinjaukgenbali peraturan dalam
penentuan formasi jabatan Notaris, sehingga dapa&ncegah ataupun

mengurangi pelanggaran kode etik Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peeulegsik untuk membahas
dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuis tgmng berjudul
FORMASI JABATAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN
PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS (STUDI DI WILAYAH
KABUPATEN TANGERANG)

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis amaikebelumnya,
penulis mengidentifikasikan beberapa pokok pernahsal, yaitu:

1. Bagaimanakah sistem penentuan formasi jabatan islotarenurut

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini?

Universitas Indonesia
Formasi jabatan..., Tommy Prabowo, FHUI, 2011



12

2. Apakah sistem penentuan formasi saat ini sesuagaserkebutuhan
Notaris dan masyarakat?

3. Apakah akibat dari penentuan Formasi Jabatan Notarig tidak benar?

4. Bagaimanakah bentuk pelanggaran kode etik Notasikait dengan
penentuan Formasi Jabatan Notaris pada Wilayah pébn tangerang
dan penyelesaiannya?

1.3. Metode Pendlitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakaetode penelitian
kepustakaan liprary research) yang bersifat yuridis-normatif yang mengacu
kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hupasitif serta bahan-bahan
hukum lain, yang berkaitan dengan permasaldahdbata yang dipergunakan
dalam penyusunan penulisan ini adalah data prinag ydiperoleh melalui
wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutanddtn sekunder diperoleh

melalui literatur-literatur kepustakaan.
Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakamladal
1.Studi kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memieé data sekunder yaitu
dilakukan pengkajian peraturan perundang-undarmataya lain : Kitab Undang
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang nomor 30 Tab0A4 Tentang Jabatan
Notaris, buku-buku dan tulisan-tulisan para ahlikima berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti, serta bahan hukumetebgirupa kamus dan majalah.

2.Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mempsroldata primer guna
menunjang data kepustakaan. Penelitian lapangadilakukan di Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jeNMsaPengawas Notaris

wilayah Kabupaten Tangerang dan INI wilayah Kabepatangerang.

1% Sperjono Soekanto dan Sri Mamudijenelitian Hukum Normatif, Cet. 8, (Jakarta :
RajaGrafindo Persada, 2004), him. 12.
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1.4. Sistematika Penulisan
BAB| PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-bab
selanjutnya yang menjelaskan hal-hal yang adarkaysa dengan
masalah pokok. Bab ini dibagi menjadi empat sub [Bartama
mengenai latar belakang masalah yang menjadi penddoagi
penulis untuk membahasnya, Kedua mengenai pokok
permasalahan. Ketiga mengenai metode penelitiaremigat
mengenai sistematika penulisan yang berisi pemlaabadksis

secara menyeluruh mengenai isi tesis ini.
BAB Il I.TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

Pada bab ini membahas mengenai Notaris sebagdigbejmum,
kewajiban dan juga larangan bagi notaris,formdsat@an Notaris

serta kode etik dan pengawasan notaris.

IIKODE ETIK NOTARIS DAN ORGANISASI NOTARIS

Pada bab ini membahas mengenai kode etik notagsnisasi
Notaris dan juga pelaksanaan pengawasan Notariy yan
dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis gawmas
wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

C.PENENTUAN FORMASI JABATAN NOTARIDALAM
KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN KODE ETIK
NOTARIS.

Pada bab ini membahas mengenai Formasi Jabatarisndan
pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik Notang terjadi
dalam praktek Jabatan Notaris berkaitan dengan &orjabatan

Notaris di wilayah Kabupaten Tangerang.
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BAB Il Bab ini berisi simpulan dan saran.
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BAB 2

2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris
2.1.1 Sejarah Keberadaan Notaris
Jenis notaris

A. Notaris civil law

Notaris civil law yaitu Notaris yang berasal ddalia utara dan juga dianut oleh

Indonesia.

Ciri-cirinya ialah:

*Diangkat oleh penguasa yang berwenang;

*Tujuannya melayani kepentingan masyarakat umum;

*Mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

B.Notaris common law

Notaris common law yaitu notaris yang ada di negfaggris dan Skandinavia.

Ciri-cirinya ialah:

*Akta tidak dalam bentuk tertentu;

*Tidak diangkat oleh pejabat penguasa.

Sekitar abad ke 5, notaris dianggap sebagai pejsiaata.Di Italia utara
sebagai daerah perdagangan utama pada abad kel2] dikenal Latijnse
Notariat, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umumgatentujuan
melayani kepentingan masyarakat umum, dan bolehdapattkan honorarium

atas jasanya oleh masyarakat umum.
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Latijnse notariat ini murni berasal dari Italia a bukan sebagai
pengaruh hukum romawi kuno. Pada tahun 1888, kainblbuku Formularium
Tabellionum oleh Imerius, pendiri sekolah Bologdalam rangka peringatan 8
abad sekolah hukum Bologna. Berturut-turut sergahsin kemudian ditebitkan
Summa Artis Notariae oleh Rantero dari Perugia,udian pada abad ke 13 buku
dengan judul yang sama diterbitkan oleh RolandiRassegeri. Ronaldinus
Passegeri kemudian juga menerbitkan Flos TamentoBuku-buku tersebuut

menjelaskan definisi notaris, fungsi, kewenangankdavajiban-kewajibannya.

4 istilah notaris pada zaman ltalia Utara:

1. Notarii; pejabat istana melakukan pekerjaan adnnati§

2. Tabeliones: sekelompok orang yang melakukan pekerialis menulis,
mereka diangkat tidak sebagai pemerintah/kekaisai@m diatur oleh
undang-undang tersebut;

3. Tabularii: pegawai negeriditugaskan untuk memelihara pembukuan

keuangan kota dan diberi kewenangan untuk membkiatKatiganya
belum membentuk sebuah bentuk akta otentik,

4. Notaris: pejabat yang membuat akta otentik.

Karel de Grote mengadakan perubahan-perubahan dalkum peradilan notaris,

dia membagi notaris menjadi:

1. Notarii untuk konselor raja dan kanselarij paus;
2. Tabelio dan clericus untuk gereja induk dan pejpegabat agama yang

kedudukannya lebih rendah dari paus.

Pada abad ke 14, profesi notaris mengalami kemanduikarenakan
penjualan jabatan notaris oleh penguasa demi uangnd ketidaksiapan notaris
dadakan tersebut mengakibatkan kerugian kepadaanadsy banyak.

Sementara itu, kebutuhan atas profesi notaris tedahpai di Perancis. Pada
abad ke 13, terbitlah buku Les Trois Notaires dbkapon. Pada 6 oktober 1791,
pertama kali diundangkan undang-undang di bidangariad, yang hanya
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mengenal 1 macam notaris. Pada tanggal 16 mare8 IBfanti dengan
Ventosewet yang memperkenalkan pelembagaan notgaisg bertujuan
memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingesyarakat umum. Pada
abad itu penjajahan pemerintah kolonial Belandahtadimulai di Indonesia.
Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi WWeetogari Perancis dan
menamainya Notariswet. Dan sesuai dengan asas tdagioundang-undang itu

juga berlaku di Hindia Belanda/ Indonesia.

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adaladlicMor Kelchem

sekretaris dari College van Schenpenen di jakatka panggal 27 agustus 1620.
Selanjutnya berturut turut diangkat beberapa mot@innya, yang kebanyakan

adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya.

Pada tanggal 26 januari 1860 diundangkanlah NotReglement yang
sejanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan iBloReglement atau ketentuan
ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet gdoerlaku di Belanda. Peraturan
jabatan notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturdrat@n notaris ini masih berlaku
sampai dengan diundangkannya undang-undang nomaahg® 2004 tentang

jabatan notaris.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agu#is terjadi kekosongan
pejabat notaris dikarenakan mereka memilih untulamu ke negeri Belanda.
Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelarggan kursus-kursus bagi
warga negara Indonesia yang memiliki pengalamabiding hukum (biasanya
wakil notaris). Jadi, walaupun tidak berpredikatjasza hukum saat itu, mereka

mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kuisdependen di
universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursutamat dengan menempel di
fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan progsardi spesialis notariat,
sebuah program yang mengajarkan keterampilan (maiierjanjian, kontrak
dil) yang memberikan gelar sarjana hukum (bukan-Céandidate notaris/calon

notaris) pada lulusannya.
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Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah peraturan pgatemomor 60 yang
membolehkan penyelenggaraan spesialis notarianiPRengubah program studi
spesialis notaris menjadi program magister yangita¢rkeilmuan, dengan gelar

akhir magister kenotariatan.

Yang mengkhendaki profesi notaris di Indonesia adglasal 1868 Kitab
undang-undang hukum perdata yang berbunyi: “Sukta atentik ialah suatu
akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undangnggdyang dibuat oleh atau
dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ttotdikempat dimana akta
dibuatnya.” Sebagai pelaksanaan pasal tersebutdangkanlah undang-undang
nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selpeyaganti statsblad 1860

nomor 30).

Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 208k&nd pasal 1
disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adafgjabat umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainapagaimana maksud dalam
undang-undang ini.” Pejabat umum adalah orang yaegjalankan sebagian
fungsi publik dari negara, khususnya di bidang imkerdata.

Sebagai pejabat umum notaris adalah:

1. Berjiwa pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik sptari

3. Berbahasa Indonesia yang baik;
Sebagai profesional notaris:

1. Memiliki perilaku notaris;
2. lkut serta pembangunan nasional di bidang hukum;

3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.
2.1.2 Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewmgan dan kewajiban

sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang ajababtaris, Berkaitan
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dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh atggmasyarakat, dapat
dipahami bahwa keberadaan profesi Notaris adalbagse pejabat umum yang
berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagailyamg tercantum dalam
Pasal 1868 KUHPerdata.

Notaris sebagai pejabat umum tentu saja diberd@amenangan Tertentu
oleh negara, mengingat untuk menjadi seorang MNotharus mendapat
pengesahan khusus yang dalam hal ini diwakili dltemteri Hukum dan HAM
RI. Ini juga sebagai bukti betapa penting dan terfadnya jabatan Notaris itu.

Untuk mengetahui kewenangan, kewajiban dan siap@ris itu, maka
terlebih dahulu untuk melihat batasannya, sebagandiatur dalam Pasal 1
angka (1) UUJN, bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang unt@mbuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dima#falaan Undang-

Undang ini”.

Pasal 1 angka (1) UUJN tersebut berasal dari Ra68 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di datemtuk yang ditentukan
oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapanwsgsegawai umum
yang berkuasa untuk itu, tempat dimana akta ituatiya”.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUJN bahwa Notdakaa pejabat umum
(openbaar ambtenaar). Pejabat yang dimaksud adafadrti dalam Pasal 1868
KUHPerdata'*. Hanya saja disini tidak menjelaskan siapa yanalsud dengan
pegawai-pegawai umum/ pejabat umum, dan tidakadikeln pula tempat dimana
ila berwenang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18NJWaitu:

“1.Notaris mempunyai tempat kedudukan di daeralupaten atau kota.

! Komar Andasasmitaviasalah Hukum Perdata Nasional Indonesia, Alumni, Bandung,
1983, him 7.
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2.Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi setumilayah provinsi
dari tempat kedudukannya.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan peratpedaksana dari
Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa yimgksud dengan
pejabat umum tersebut adalah Notaris, dan daebaleja Notaris meliputi daerah

tempat kedudukannya dimana diangkat sebagai Notaris

Baik undang-undang maupun Kode Etik Notaris mendhki supaya
notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-bailenta saja dalam
mengemban tugasnya itu, Notaris harus bertangguwnaj, artinya :

A. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengalk dan benar.
Artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak huldan permintaan
pihak berkepentingan karena jabatannya.

B. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermututinfa akta yang
dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehermlb&k yang
berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan meragalaNotaris harus
menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kedenssi dan
prosedur akta yang dibuatnya itu.

C. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakda aNotaris itu

mempunyai bukti yang sempurna.

Pejabat umum adalah seorang yang diangkat olehrpeate dengan tugas
dan kewenangan memberikan pelayanan umum di bigatentu. Pejabat umum
dalam bahasa Belanda adatagenbaar ambtenaar berarti pejabat yang bertugas
membuat akta umunpgenbaar aktan), seperti Notaris dan Juru Sita. Seorang
menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan Hdrgikan oleh pemerintah
dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayahlikbwalalam hal-hal tertentu
karena itu ia ikut serta melaksanakan kewibawagmag) dari pemerintaf®
Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciasklyang membedakan dari
jabatan lainnya dalam masyarakat. Notaris adaldtarbypegawai negeri yang
digaji pemerintah. Jabatan Notaris bukan suatutgabgang digaji, Notaris tidak

12 N.E. Algra,Kamus Istilah hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia oleh Saleh Adiwinata,
Ikk, Cet Pertama,Bina Cipta, Bandung, 1983, him.336
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menerima gaji dari pemerintah, sebagaimana halegpgah pegawai negeri, akan
tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notareahdpegawai Pemerintah
tanpa digaji Pemerintah, Notaris dipensiunkan giemerintah tanpa mendapat
pensiun dari Pemerintah.

Jadi Pejabat umum adalah organ negara yang dig&dei kekuasaan
umum berwenang menjalankan sebagian dari kekuasesgara untuk membuat
alat bukti tertulis secara otentik dalam bidangumkperdata, dengan demikian
Pejabat Umum dapat diartikan kedudukannya samaadeRgjabat Negar.

Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membktd otentik.
Kedudukan seorang Notaris dalam masyarakat memaggegang peranan
penting, terutama dalam hal pembuktian, karena éotdalah pejabat umum
satu-satunya yang berhak untuk membuat atau meargalu alat bukti berupa

akta otentik untuk memberikan kepastian hukum diabg hukum perdata.

Kata acta merupakan bentuk jamak dari kadatum, suatu kata yang
berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatdoupéan FN. Sudikno
Mertokusumo, menyatakan bahwa akta adalah suraj gdreri tanda tangan,
yang memuat peristiwa-peristiwva yang menjadi dagari suatu hak atau
perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengajgk pembuktian . Menurut
A.Pitlo seperti yang dikutip Sudikno Mertokusumogmgartikan akta adalah,
surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahsaiagai bukti dan untuk

dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa gurdibuat™®

Berdasarkan pengertian akta yang dikemukakan méeh ahli hukum di
atas, dapatlah disimpulkan bahwa akta ialah sudisah atau surat yang sengaja
dibuat dan ditandatangani oleh atau dihadapan pggamium yang berkuasa
untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat untuknmbaetikan suatu peristiwa atau

hubungan hukum tertentu.

Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata, dapat dikerankbkhwa ada 2

(dua) macam akta yang dikenal yaitu:

a. Akta Otentik

13 Sudikno Mertokusumdyukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogykarta, 1998, himn 120.
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Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalemtuk yang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapabaejmum yang berwenang
untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat (Pd8688 KUHPerdata).

Akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktianumkyang sempurna.
Karena itu kedudukannya akta itu sama dengan Undadgng, kegunaannya
untuk kepastian hukum sebagai alat pembuktian yartiapabila seseorang
mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukéka hakim harus
menerima dan menganggap apa Yyang tertulis dalaan rm&rupakan peristiwa
yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tigaklu memerintahkan

penambahan pembuktian.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut, salgti itu adalah

otentik apabila dipenuhi unsur-unsur sebagai beftku
1) Akta itu dibuat “oleh” atau “di hadapan” pejabat wm

Pejabat umum yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHRertfasebut
adalah Notaris. Hubungan erat antara ketentuan emandoentuk akta
(vormvoorschrift) dan keharusannya adanya para pejabat yang meaipuny
tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanyajikaw bagi
penguasa untuk menunjuk dan mengangkat pejabatmgdde FN.
Kehadiran pejabat umum karena dikehendaki oleh amakst umum
sebagaimana undang-undang mengisyaratkannya demiRiah karena
itu, keberadaan pejabat umum dan diangkat oleh yzsag yang
berwenang untuk itu berdasarkan undang-undang, nbukatuk
kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagjabat umum tadi,
akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang hditaganinya. Salah
satu tugas utamanya adalah membuat alat buktiisedan otentik, yang
diminta oleh masyarakat sebagai perwujudan adaeyauptan hukum

dari yang berkepentingan.

2) Bentuk akta otentik ditentukan oleh undang-undang

4 G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit, him 48.
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Artinya, tidak boleh ditentukan oleh peringkat pgeran perundang-
undangan di bawah undang-undang, misalnya PeratBemerintah,
apalagi Peraturan Menteri atau Surat Keputusam dfienfkta yang
bersangkutan kehilangan otentisitasnya, apabilgypeatan tersebut tidak
dipenuhi. Setiap kelalaian mengakibatkan suatu adték sah. Misalnya
pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuamdpésal 15 dan 38
UUJN (semua akta Notaris harus menyebutkan tempatda, serta hari,
bulan dan tahun akta itu dibuat), maka akta yamgamgkutan kehilangan
otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan seb&tmyang dibuat di
bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani glala penghadap
(comparaten).™

3) Akta itu dibuat dalam wilayah kewenangan dari pajabmum yang
membuat akta otentik itu.
Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipenunipej@bat umum
untuk membuat suatu akta otentik, seorang Notaasyd boleh
melakukan atau menjalankan jabatannya di dalanrueldaerah yang
ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hutwidotaris tersebut
berwenang.

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengajaatimtuk pembuktian
oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabam atau pejabat lainnya,
seperti surat surat, register-register, surat-sumagan rumah tangga dan tulisan-
tulisan lainnya yang dibuat tanpa bantuan seoragbpt umum atau pejabat
lainnya (Pasal 1874) KUHPerdata).

Perbedaan terpenting antara akta otentik dengaryakg dibuat di bawah

tangan adalal’

1. Akta Otentik mempunyai tanggal pasti yang “menjankepastian

tanggalnya”, sedangkan mengenai tanggal dari aag gibuat di bawah

15 Ibid, him 49.
18 |bid, him 54.
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tangan tidak mempunyai kepastian karena tanggabiga maju dan
tanggal mundur.

2. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mengpukgkuatan
eksekutorial

3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di Iawangan lebih
besar dibandingkan dengan akta otentik.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurnaingga hakim
berpendirian bahwa apa yang dikemukakan dalam teksebut adalah sah dan
mengikat dan pihak-pihak yang menyanggah harus mkimkbnnya. Berbeda
dengan akta di bawah tangan apabila ada sanggadiean yang di sanggah yang
harus membuktikan kebenaran dari akta tersebut.

Berdasarkan UUJN pengertian akta Notaris diatuardglasal 1 angka (7), yaitu :

“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oé¢lu dihadapan Notaris
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan déladang-Undang ini”.

Akta yang dibuat oleh Notaris akan menjadi akentk, apabila Notaris
mempunyai kewenangan seperti yang diatur dalam RPagaUJN, yaitu:

“a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengse@iua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehtyrara perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang benke@gan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastamggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan kidipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu glilggaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang laingyditetapkan oleh

Undang-Undang.
b.Notaris berwenang pula:

1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastiggat
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buksuls;
2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan afiand

dalam buku khusus ;
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3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangampa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digd@mbatalam
surat yang bersangkutan ;

4) melakukan pengesahan kecocokan fotocopy denganasliraya ;

5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan peaTbU
akta ;

6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; ata

7) Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketertetantuan lain di
dalam UUJN, yakni:

a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat akta, tetmpang pejabat
umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yanglaserkan
peraturan perundang-undangan (Pasal 1 UUJN)

b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepgatinorang-orang
tertentu (pasal 53 UUJN)

c. Maksudnya bahwa Notaris tidak diperbolehkan memblga untuk diri
sendiri, suamifistrinya, keluarga sedarah maupunakga semenda dari
Notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tdrgtasan derajat serta
dalam garis ke samping sampai dengan derajatekdiagk menjadi pihak
untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal initw mencegah
terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgujsdeatan

d. Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otehtikilayah hukum
atau wilayah jabatannya. Jika seorang Notaris maintakta diluar
wilayah hukum atau diluar wilayah jabatannya mak#a ayang dibuat
tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notaril (das&UJN)

e. Notaris tidak boleh membuat akta, apabila Nota@simmenjalankan cuti
atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidalkelbanembuat akta,

apabila Notaris tersebut belum diambil sumpahngsgP11 UUJN).

Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutahiiat pembuktian
untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingarbadri maupun untuk
kepentingan suatu usaha. Notaris tidak hanya bemgemembuat akta otentik
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dalam artiverlijden, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan
verlijde membuat akta dalam bentuk yang ditentukan olehangdindang
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHRerdetapi juga
berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasalat§l) huruf d UUJN, yaitu
adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberaypelan sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali adaalastuk menolaknya.

Begitu luas dan banyak akta yang dibuat oleh sgokataris yaitu mengenai
suatu perbuatan, perjanjian, dan penetapan yargudiken oleh suatu peraturan.
Sebagai contoh Notaris berwenang untuk membuat seie-menyewa, kuasa,
pembagian waris, pendirian perseroan terbatas, ikgnag jual beli, wasiat,
risalah rapat, cessie, subrogasi dan lain sebamaeapgerti yang telah dijelaskan

sebelumnya.

Notaris tidak hanya mempunyai kewenangan memlkiataentik, akan
tetapi juga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1GINUWajib untuk
membuatnya, kecuali terdapat alasan yang memputgsar untuk menolak
pembuatannya. Jadi kewajiban yang diberikan oledang-undang kepada
Notaris merupakan kewajiban dari jabatan Notariseteut.

2.1.3Kewajiban dan larangan bagi Notaris

Kewajiban adalah sesuatu yang diminta oleh itikagaya dikerjakan.
Meskipun tidak ada janji yang dinyatakan dengamseghungkin ada kewajiban
terkandung di dalam hubungan atau situasi atagsadkasnyang dipandang sebagai
suatu kewajiban oleh itikad baik dan seseorangrd#kan melakukan tindakan
tersebut . Pada hakekatnya kewajiban Notaris ada&igatur secara tertulis dan
otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihakg ysecara mufakat

meminta jasa Notaris.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengergéavajiban adalah
tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorangggehikewajiban Notaris adalah

tugas yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalanmjata@kan jabatannya.
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Berdasarkan Pasal 16 UUJN diuraikan tentang kbaajkewajiban

Notaris yang harus dilaksanakan dalam menjalardaaignnya, yaitu:

a.

Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihalan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan imuku

Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimgansebagai
bagian dari Protokol Notaris.

Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk jaggn keontetikkan
suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentukyaskehingga apabila
ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, saditaankutipan dapat
segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkdengan aslinya.
Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutip&ta berdasarkan
Minuta Akta.

Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan keteniniaadalah Grosse

pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan a&@staph pengadilan.

. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan ddlaang-Undang

ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya”aldalasan yang
mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adahybungan darah
atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengani/sianya, salah
satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak kumhelakukan
perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan aledlang-undang.
Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yangtmjaudan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta isedeagan
sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang meRantlain.

Menijilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulaanjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dé&a jjumlah akta tidak
dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumletutl®l Akta, bulan
dan tahun pembuatannya pada sampul surat berharga.

Akta dan surat yang dibuat Notaris sebagai dokuresmi bersifat otentik
memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu $endirpun terhadap

isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tetédniggung jawab.
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g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak ydibaatau tidak
diterimanya surat berharga.

h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiaimneurutan waktu
pembuatan akta setiap bulan.

Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalafitipg untuk memberi

jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli sygrang setiap saat
dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akaenkedn dari suatu
akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

I.  Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalamf h atau daftar
nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusadiat Departemen
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kemataéaridalam waktu 5
(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan bémijat

J. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftasiat pada setiap
akhir bulan.

Pencatatan dalam reportorium dilakukan pada hamgipenan, hal ini
penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notarebagaimana
dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksamak

k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negarauliRke
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dikalisnama, jabatan,
dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

|. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan di bé&h paling
sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani s itu juga oleh
penghadap, saksi, dan Notaris.

Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangkta di hadapan
penghadap dan saksi.

m. Menerima magang calon Notaris.

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempe@mgklon Notaris

agar mampu menjadi Notaris profesional.

Kewajiban-kewajiban Notaris yang diatur dalam UUJNaka dapat
dilihat dengan jelas bahwa ada 2 (dua) motif dampuat undang-undang

mengenai Notaris yaitu:
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1. Di satu pihak pembuat undang-undang meletakkanstugpada Notaris
sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian jikawatugas
penguasa, yaitu adanya keharusan yang diletaklem whdang-undang
untuk menyatakan perbuatan-perbuatan hukum tertlarigan suatu akta
otentik yaitu menjamin adanya kepastian hukum.

2. Di lain pihak undang-undang mewajibkan Notaris geb@erantara untuk
menberikan bantuan dalam hal-hal atau perbuatédmptan tertantu yang
dianggap penting bagi kepentingan umum atau bagerkérgan orang-
orang yang bersangkutan untuk mendapat perlindudgarsuatu lembaga
khusus.

Larangan Bagi Notaris

Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris memputayaggung
jawab hukum sepanjang mengenai akta yang dibuatdgéuk itu, maka ada
rambu-rambu atau larangan-larangan tertentu yangshdipatuhi oleh seorang

Notaris untuk membuat akta.

Mengenai hal tersebut telah diatur dengan jeléad&UJN, yaitu hal-hal
yang tidak diperbolehkan atau dilarang bagi seofdataris yang dimaksudkan
untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memeanljksa Notaris. Hal-hal
tersebut diatur dalam Pasal 17 UUJN, yaitu Not@ifesang:

a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk neemkepastian
hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegalits persaingan
tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jalbgean

b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tQjblari kerja berturut-

turut tanpa alasan yang sah.

Merangkap sebagai pegawai negeri.

Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

Merangkap jabatan sebagai advokat.

=~ ® 2 o

Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawanbadaha milik

negara, badan usaha milik daerah atau badan oshkawasta.
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g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat AktahTdinaar wilayah
jabatan Notaris.

h. Menjadi Notaris Pengganti.
Larangan menjadi “Notaris Pengganti” berlaku untdtaris yang belum
menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjelgi, dan Notaris
yang sedang dalam proses pindah wilayah jabatannya.

I. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengamman agama,
kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempeng&alturmatan dan

martabat jabatan Notaris.

Apabila Notaris melakukan pelanggaran tersebut tds,amaka menteri

kehakiman dapat memberikan sanksi berupa:

1) Surat teguran.
2) Surat peringatan.
3) Pemberhentian sementara.

4) Pemberhentian tetap.

Notaris diharapkan dapat menjalankan jabatannya da@enjaga
perilakunya sebagai pejabat umum yang dihormati digsegani, dengan
memperhatikan dan berpedoman pada rambu-rambubatasan-batasan yang
telah di tetapkan.

2.1.4 Formas Jabatan Notaris

Formasi Jabatan Notaris adalah Penentuan jabatataridNoyang
dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris, Reae formasi jabatan Notaris
tersebut menunjukan bahwa Notaris dalam menjalaj&iaatannya ditentukan
daerah hukumnya, dan hanya di dalam daerah yaegtultan baginya untuk
membuat akte otentik. Sehingga apabila Notarisebens membuat akta diluar

wilayah jabatannya, Akta tersebut adalah tidak sah.

Berdasarkan UUJN tempat kedudukan Notaris dianland Pasal 16,

disebutkan bahwa:

“1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerddupaten atau kota.
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2.Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi selurwilayah
provinsi dari tempat kedudukannya”.

Notaris harus mengadakan kantornya di tempat kddudyang ditunjuk
baginya, artinya di tempat kedudukan itu harus suku tempat yang terbuka
bagi masyarakat umum, bagi yang berkepentingan pana kantor dapat
memperoleh bantuan Notaris itu. Pada kantor tetselsimpan akta-akta,
reportorium dan daftar-daftar lainnya di Notarissnipat kedudukan Notaris
menentukan letak dari tempat tinggal dan kantorah®t Oleh karena Notaris
wajib mempunyai tempat tinggal dan mengadakan kapéodi dalam daerah
tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Hal iniaberbahwa undang-undang
tidak mengharuskan, bahwa tempat tinggal dan kaydonarus berada dalam satu
gedung ataupun keduanya harus berdampingan, aiagndepat berada di tempat

yang berbeda, asal saja dalam daerah tempat kealugakg ditunjuk baginya.
Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Nat&esutkan bahwa:
“1. Notaris wajib mempunyai satu kantor, yaitueipat kedudukannya.

2.Notaris tidak berwenang secara teratur menjalani&hatan di luar

tempat kedudukannya.”

Notaris tidak diperkenankan mempunyai kantor cgbdintempat-tempat
lain. Walaupun tidak secara tegas dinyatakan d&asal 19 UUJN, akan tetapi
makna dan tujuan dari pasal tersebut melarangnyak umempunyai kantor

cabang.
2.1.5 Pengangkatan dan pember hentian Notaris

Pada dasarnya, pengangkatan dan pemberhentianisNat#akukan
dengan memperhatikan Undang-Undang yang berlakamdaal ini berpedoman
kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentdrajga Notaris, dimana
mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undamgty Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut, yang metk@bubahwa Notaris
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Hal teasebatas menunjukan bahwa

keberadaan Notaris menurut Undang-Undang terselalala merupakan Pejabat
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Umum yang berada dibawah kekuasaan Menteri, dalamirh Kementrian

Hukum dan Hak asasi Manusia.

Persyaratan untuk diangkat menjadi seorang Nodeisir dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatéarill, yaitu:

a. Warga negara Indonesia;

b. Bertagwa kepada tuhan yang maha esa;

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

d. Sehat jasmani dan rohani;

e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang sthagakenotariatan;

f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah [zekebagai karyawan
Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan bertwnitt pada kantor
Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomer@agnisasi Notaris
setelah lulus strata dua kenotariatan, dan

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatamraegdvokat, atau
tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Untlanttang dilarang

untuk dirangkap dengan jabatan Notaris”.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Notaris yangudidalam pasal 3 UUJN
diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan Halash Manusia Republik
Indonesia sebagai peraturan pelaksanaannya. PaddaUJN tersebut tidak
mengatur bagi lulusan pendidikan Spesialis Notafatapi hal itu dijelaskan
pada Ketentuan Peralihan Pasal 90 UUJN, bahwa h#dgsan pendidikan
Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai idotiapat diangkat menjadi

Notaris.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Notaris diadalam Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndsaeNomor: M.01-
HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata CanagdPgkatan Dan
Pemberhentian Notaris Berdasarkan Pasal 2 ay&t PEraturan Menteri tersebut.
dinyatakan bahwa permohonan untuk diangkat menrjadaris diajukan oleh

calon Notaris secara tertulis kepada Menteri Hukiam Hak Asasi Manusia.
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Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 UUJN, Notdiasmgkat dan
diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Notaris ditegitikan dengan hormat dari
jabatannya, apabila telah mencapai umur 65 (endohpima) tahun dan dapat
diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujghyrt yang diatur dalam
Pasal 8 UUJN. Pemberhentian dengan hormat bukarpatanintaan dari Notaris
sendiri, hanya diberikan setelah terlebih dahulundeagar pertimbangan

Mahkamah Agung.

Sebelum menjalankan jabatannya, menurut ketenReasal 4 ayat (1)
UUJN seorang Notaris harus mengucapkan sumpahaatamenurut agamanya,
di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk diaerah mana Notaris itu
bertempat kedudukan. Bunyi sumpah jabatan Notatsrddalam Pasal 4 ayat (2)

adalah sebagai berikut:

“Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat €thumyi sebagai
berikut:

“Saya bersumpah/berjaniji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara likepub
Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Né&ygvablik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jaldbaaris

serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengarvahamajur,

seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saga, akan
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode petifesi,

kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya aiddataris.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatanbaik secara
langsung maupun tidak langsung, dengan nama atéhwapi@pun,
tidak pernah dan tidak akan memberikan atau mekgangesuatu

kepada siapapun”.
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Bagi “Notaris pengganti” juga diwajibkan mengucapksumpah yang
sama seperti yang ditentukan bagi para Notaris.itaidasarkan pada pasal 33
UUJN yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan gaegpkan untuk para
Notaris dalam UUJN, juga berlaku terhadap para motpengganti, kecuali
mengenai hal itu diadakan peraturan khusus. Nopmrggganti adalah seorang
yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris unerggantikan Notaris yang
sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangamalankan jabatannya

sebagai Notaris.

Telah menjadi suatu asas hukum publpub{iekrechtelijk beginsdl),
bahwa seorang pejabat umum, sebelum dapat memgalgakatannya dengan
sah, terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambilpsinmya). Selama hal itu
belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh ddakt dapat dijalankan dengan

sah.

Pada jabatan Notaris, asas (beginsel) dinyatakalamdaPasal 4
UUJN,bahwa Notaris yang diangkat itu, sebelum nienkan jabatannya wajib
terlebih dahulu diambil atau mengucapkan sumpahDgagan demikian Notaris
tidak berwenang untuk membuat akta otentik sebetliambil sumpahnya.
Ketidakwenangan ini mengakibatkan akta yang dibuat tidak otentik,
berdasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdata,Pihak yasgrigkutan dalam hal itu
dapat menderita kerugian. Bagi Notaris yang tidagmpunyai wewenang
tersebut dapat dituntut membayar ganti kerugian.

Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris

Perpindahan wilayah jabatan Notaris diatur dalasap23 UUJN. Dalam
pasal 23 UUJN. Dalam pasal tersebut dinyatakan balNwtaris dapat
mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notecara tertulis kepada
Menteri. Permohonan pindah dapat diajukan oleh mdotetelah 3 (tiga) tahun
berturut-turut melaksanakan tugas jabatannya paéaad kabupaten atau kota
tertentu tempat kedudukan Notaris. Permohonan hirtigat diajukan setelah
mendapat rekomendasi dari organisasi Notaris. Kegenlebih lanjut mengenai
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tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Nowiasur dalam peraturan

Menteri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Agasiusia Republik
Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 tahun 2006 tentaglgagai Syarat Dan Tata
Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris , mangerpindahan Notaris
berikut lampiran-lampirannya diatur dalam Pasaly@tg1l) Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiatuy@iahwa permohonan
pindah dapat diajukan oleh Notaris setelah 3 (tigaun berturut-turut
melaksanakan jabatannya secara aktif di tempayahlgabatannya, bisa pindah
wilayah jabatan ke kota atau kabupaten lain, Peomai tersebut diajukan secara
tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Mana&iagan tembusan kepada
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DepagenHukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat disamatsecara langsung atau

melalui pos/ jasa kurir.

Notaris yang telah mengajukan permohonan pindahvikeyah jabatan
lain dan telah dicatat dalam daftar permohonangsirdi Departemen Kehakiman,
dapat disetujui apabila memenuhi persyaratan se@baga ditentukan dalam
Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi IgianiNomor: M.01-
HT.03.01 tahun 2006 tentan@yarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan

Pemberhentian Notaris.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri tersebyatdikan bahwa dalam
hal terjadi pemekaran wilayah kota atau kabupatergynenyebabkan terjadinya
perubahan wilayah jabatan Notaris, maka wilayalatgb yang tercantum dalam
pengangkatan Notaris ysng bersangkutan secara hb&rath ke wilayah jabatan
yang baru, tanpa mengubah surat keputusan yaaiy dédeluarkan.Notaris yang
bersangkutan memberitahukan kepada Menteri dalargkga waktu paling
lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pemagka

2.1.6 Pelaksanaan Formasi Jabatan Notaris

Keberadaan dan jumlah Notaris di suatu daerah shalitetapkan

jumlahnya sesuai dengan masyarakat yang membutyagarNotaris. Sekarang
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ini jumlah Notaris yang memberikan pelayanan atgasa hukum kepada
masyarakat sudah terlalu banyak atau melebihi kélbmt yang
diperlukan,Formasi Jabatan Notaris saat ini digiudalam Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.AH.02.Tahun 2009

Tentang Formasi Jabatan Notaris

Memasuki era globalisasi sekarang ini, peran Netaarus lebih baik di
dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umuam h@rwenang untuk
membuat akta yang oleh suatu peraturan umum dikagalsepadanya, maupun

hal-hal lain yang berkaitan dengan kewenangannyagse pejabat umum.

Berdasarkan data Pada Tahun 2011 saat ini jumddarid di Indonesia
telah mencapai 11303 orang Notarisyang harus dapat memberikan pelayanan

jasanya kepada masyarakat Indonesia yang saarjoindah 237.641.326 jiwa.

Berdasarkan UUJN pasal 21, keberadaan dan jumlghrisiadi suatu
daerah harus ditetapkan jumlahnya sesuai dengamtlten masyarakat yang
meminta jasanya. Berdasarkan kegiatan ekonomi,imysderapa jumlah bank
pemerintah atau swasta di setiap kota dan kabupé&zapa jumlah penduduk di

setiap kota dan kabupaten, serta jumlah akta Noyang dibuat setiap bulan.

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas. Kebutuhara jiistaris di daerah kota
dan kabupaten sangatlah berbeda, karena daeralpdadaduknya padat, begitu
juga dengan kegiatan ekonominya yang jauh lebitatpd3ata dan informasi
jumlah penduduk dapat diketahui dari Badan Pusais8Bk di setiap daerah, dan
kegiatan ekonomi seperti berapa jumlah bank daplkétahui dari Bank
Indonesia, serta jumlah akta yang dibuat oleh Neotdapat diketahui dari
Organisasi Notaris (lkatan Notaris Indonesia) dtiage daerah dan Kantor

Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, merupakiaatgn terhormat yang
diberikan oleh negara, maka yang berwenang mekgamg adalah Menteri

Hukum dan HAM RI, bahkan Surat Keputusan (SK) peggatannya

" Hasil wawancara dengan Nur Ali, SH.,MH, kepala Sitektorat (Kasubdit) Notariat, di
Jakarta, tanggal 08 April 2011
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ditandatangani oleh seorang Direktur Jenderal €D)rj sehingga kebebasan dan
kemandirian seorang Notaris lebih terjamin, danaNstpun tidak perlu ragu
dalam menjalankan jabatannya, sehingga diharapapatdersikap secara tidak
berpihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayntahg sumpah jabatan Notaris
dalam UUJN.

Perkembangan yang terjadi saat ini kebutuhan malsgaakan pelayanan
jasa Notaris sangat banyak, oleh karena itu perkgaaig Notaris haruslah
ditangani dan diproses dengan cepat. Namun yajaglteadalah menumpuknya
daftar tunggu bagi calon Notaris di Departemen Hiukian HAM RI.

Pengangkatan Notaris oleh Departemen Hukum dan HARV
menggunakan pola daftar tunggu, yakni dengan memjkdn sistim
pengangkatan pada bulan-bulan tertentu sehingg&iakealon Notaris telah
mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratdnlidgsung diproses, hal
ini mengakibatkan terjadi banyak calon Notaris yarenunggu untuk diangkat di
suatu wilayah yang formasinya sudah tertutup.

Sekarang pengangkatan Notaris akan lebih dipermudamun calon
Notaris yang akan diangkat tergantung dari formeasig ada. Jika tidak ada
formasi, permohonan calon Notaris akan dikembalikan merupakan nuansa
kepastian hukum yang akan diterapkan oleh Departdiut&kum dan HAM RI.
Oleh karena itu para calon Notaris hendaknya mekgaj permohonan terlebih
dahulu dengan menyesuaikan formasi yang ada. Q¥bbaris yang mengajukan
permohonan untuk diangkat menjadi Notaris, akaalditlkan pengangkatannya
kalau formasi masih ada dan diminati oleh Notaris.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk pemerataan mpatan Notaris,
karena selama ini Notaris terkonsentrasi di suatayah tertentu saja. Wilayah
bagian Indonesia Timur, tampaknya kurang mendajpadtncalon-calon Notaris,
sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan fagaum sulit
memperolehnya. Pemerataan ini diharapkan dapat mémé&ebutuhan hukum
masyarakat khususnya di daerabh.

Selain pengangkatan Notaris yang akan dipermugiafpa masalah
pengambilan sumpah bagi Notaris yang pindah. Notamg pindah dalam suatu

wilayah (provinsi), tidak perlu dilakukan penganalil sumpah kedua kalinya,
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tetapi pengambilan sumpah cukup dilakukan pada pedama kali diangkat
menjadi Notaris. Bagi Notaris bersangkutan cukupnimgat laporan pindah ke
wilayah yang berbeda.

Pada Pasal 25 ayat (2) KepMenKeh Tahun 2003 Tgrkamotarisan,
yang mengatur pengangkatan wakil Notaris untuk aladaerah tertentu yang
tidak ada Notarisnya, seharusnya ditambah dengamgan@ lulusan Spesialis
Notaris atau MKn yang mengajukan permohonan padayah kerja tersebut,
pemerintah seharusnya memberi prioritas kepadakaaratuk dapat diangkat
menjadi Notaris di daerah yang “potensial”’, setefabBnjalani masa jabatan
sebagai Notaris dalam jangka waktu tertentu diyaitayang sepi. Kebijakan ini
akan mendorong Formasi Notaris secara merata, ggghidapat menghindari
penumpukkan permohonan pengangkatan pada satwatvikaeyja tertentu.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Notaris didalam Pasal 3 UUJN.
Selain syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 Ulklsebut, ada beberapa
syarat-syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapahgajukan pengangkatan
sebagai Notaris, yaitu sebagai berikut:

A.Ujian Kode Etik Notaris

Salah satu persyaratan untuk dapat menjadi Nptasah harus sudah
lulus ujian kode etik Notaris. Tujuannnya adalaluknmengingatkan seorang
calon Notaris agar tetap berpegang teguh kepadee Kettk Notaris dalam
menjalankan jabatannya. Hal tersebut sebagai u@ma Notaris selalu
menjunjung tinggi keluhuran martabat jabatan Netasebagai profesi
kepercayaan, jujur, mandiri dan tidak berpihak.

Ujian Kode Etik Notaris pada mulanya diselenggamnakla Jakarta oleh
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP IBpi sekarang pelaksanaannya
diserahkan kepada Pengurus Daerah (PengDa) INI yhndaerahnya ada
pendidikan Notariat. Dengan demikian memberikannig@anan kepada mereka
yang akan mengikuti ujian Kode Etik Notaris, karetkat dengan tempat
tinggalnya. Soal-soal ujian Kode Etik Notaris sanggkarang masih disusun oleh
Pengurus Pusat INI, setelah mendapat masukan elagCrRa INI dan pihak-pihak

lainnya.
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Setelah lulus ujian Kode Etik, Notaris diharapkarapat Ilebih
memantapkan penguasasan dan pemahaman mengenai EikdeNotaris,
terutama untuk menghadapi pengaruh globalisasi pesa yang akan datang.

Pembekalan ujian Kode Etik Notaris dapat disimpuolkeahwa seorang
Notaris sebelum terjun ke lapangan harus mempuByabmpetensi penting
diantaranya, pertama Notaris harus mempunyai afalli ketrampilan, terutama
terhadap persoalan yang ada sehingga mampu meramyskblem solving
(pemecahan masalah). Kedua, Notaris harus mempuikap integritas moral,
yaitu mempunyai tanggung jawab yang tinggi dan ongong kode etik dan
moral. Ketiga, Notaris harus mempunyai sikap jukerena kejujuran adalah
kunci kesuksesan. Notaris yang jujur tidak akan akgan hal-hal yang
melanggar Kode Etik. Ketiga hal tersebut harus likimoleh seorang Notaris
dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesional

Kode Etik seorang Notaris dapat mengedepankan sibi@pansi antar
sesama Notaris, karena adanya iklim kompetisi yatak sehat diantara Notaris
dalam satu wilayah hukum dan administrasi. Tidakugp kemungkinan dalam
satu kecamatan, kota maupun kabupaten terdapatingae antara Notaris yang
sama-sama membuka jasa. Kode Etik harus dimili&h cletiap Notaris dalam
menjalankan jabatannya. Bahkan adanya persaingag tjidak sehat antar
Notaris karena sempitnya lahan, menyebabkan adangakan menghalalkan
segala cara yang akan dilakukan oleh Notaris. Tewknaalah satunya adalah
dengan cara memburu keuntungan sebanyak-banyalkamym tmemperhatikan
Kode Etik yang ada.

Saat ini sering terjadi pelanggaran Kode Etik ydilgkukan oleh Notaris.
Pelanggaran tersebut dilakukan ketika seorang [Iotarenjalankan tugas
jabatannya. Dengan adanya ujian Kode Etik makaraiihkan pelanggaran tidak
akan terjadi atau paling tidak mengurangi pelaangg yang terjadi serta tidak
mengakibatkan kerugian pada masyarakat maupunibltaamya.

Ujian Kode Etik Notaris juga merupakan bagian dgraya Departemen
Hukum dan HAM RI dalam rangka pembinaan Notaris dagi etika profesi,
karena jabatan Notaris dalam pelaksanaannya mesngiekein martabat jabatan.

B.Pelatihan teknis
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Pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Keputusan Menteriakehan dan HAM RI
Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2003, bahwa calon Netdivajibkan mengikuti
pelatihan teknis yang diadakan oleh Departemen kiukan HAM RI, seperti
prosedur pengesahan Perseroan Terbatas (PT) m&lktkin internet secara on-
line yaitu disebut sistem administrasi badan hukBreminbakum), maka pejabat
teknis departemen dapat memberikan materi pelatyihag diselenggarakan oleh
organisasi profesi. Oleh karena itu menurut penbkisvajiban pelatihan teknis
tersebut hendaknya melibatkan organisasi Notaaitu,yNI.

Para calon Notaris, ataupun praktisi hukum laindgéam menjalankan
tugasnya di bidang pelayanan jasa hukum kepada aresyt wajib untuk
mengetahui perundang-undangan, beserta peraturdaksgeannya, maka
pelatihan teknis ini menjadi syarat administraangy wajib diikuti. Pelatihan
teknis ini penting untuk pendalaman materi, sebelcaton Notaris terjun
langsung di masyarakat.

C.Magang selama 1 (satu) tahun setelah lulus

Pada Pasal 3 huruf f UUJN, dinyatakan bahwa permmihn@engangkatan
calon Notaris harus melampirkan Surat Keterangam Mataris bahwa calon
Notaris tersebut telah mengikuti magang selamaatu)gahun, terhitung setelah
1a lulus dari program Magister Kenotariatan (MKitgsaprakarsa sendiri atau atas
rekomendasi organisasi Notaris.

Pada Pasal 18 ayat (1) huruf | KepMenKeh Tahun 20@atang
Kenotarisan dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, geeai larangan Notaris
menolak peserta magang. Terkait dengan kewajibagangaselama 1 tahun,
maka kantor Notaris dilarang menolak calon Notaragang di kantornya.

Sisi lemah magang sebagai media pembelajaran,talerieada tidak
adanya acuan operasional penyelenggaraannya, betbadan model pendidikan
formal yang acuannya didasarkan kurikulum. Kartwsilhatudi pada model
pendidikan formal, secara periodik dapat dijadikestrumen untuk mengevaluasi
tingkat keberhasilan peserta didik, karena tiap-tiadividu memiliki derajat
kapasitas intelektual dan keunikan yang bervariasi.

Magang sebagai proses awal lembaga Notariat yasita-gditakan, tentu

membutuhkan komitmen segenap komponen yang tedilddlamnya. Tidak ada
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salahnya mengembangkan paradigma kedermawananrrk@asanan dalam hal

berbagai pengetahuan, keahlian teknis dan pengaljatagena apapun namanya
bahwa setiap Notaris akan saling membutuhkan, nakedap calon Notaris

yang akan melakukan magang haruslah diberikan kestam yang seluas-

luasnya.

Terhadap penyelenggaraan magang, PengDa INI heyalakarus
berperan dalam menentukan formasi magang. Kebijakéormasi
memperhitungkan prinsip proposionalitas, demi fgeciya pemerataan peserta
magang di kantor-kantor Notaris, dalam suatu whakapengurusan pengurus
daerah. Oleh karena itu sebaiknya ada ketentuaasdatumlah magang pada
setiap kantor Notaris, karema pada prinsipnya Notatilarang menolak
permohona calon magang pada setiap kantor Nofatapi pada praktiknya ada
kantor Notaris yang sama sekali tidak menerima at@molak magang calon
Notaris. Penolakan Notaris merupakan bentuk pengabi@rhadap kewajiban
jabatan, berdasarkan Pasal 16 (1) huruf m UUJNg yarenyatakan bahwa
Notaris berkewajiban menerima magang calon NotaBsingguh sangat
disayangkan di dalam UUJN Pasal 84 dan 85, tidakgater mengenai sanksi
pelanggaran Pasal 16 (1) huruf m tersebut, yangatalidukung alasan jelas,
mencoba tidak memenuhi kewajiban jabatan.

Pada daerah kabupaten, setiap 1(satu) orang Blatapat memberikan
pelayanan jasanya kepada 25.000 (dua puluh limg jva, pada daerah kota
setiap 1 (satu) orang Notaris dapat memberikanypeln jasanya kepada 50.000
(lima puluh ribu) jiwa, dan khusus Ibu Kota Jakaédiap 1 (satu ) orang Notaris
dapat memberikan pelayanan jasanya kepada 100.8&@tys ribu) jiwa,
berdasarkan kriteria-kriteria formasi Notaris, wda Kabupaten Tangerang saat

ini berjumlah 310 orang Notaris.

Formasi Notaris di setiap kota dan kabupaten dagskurang karena
Notaris telah pensiun, meninggal dunia, Notarisakgkan pengunduran diri, dan
Notaris pindah wilayah jabatan. Apabila ada Notagiang mengajukan

permohonan pada suatu daerah, maka harus dilittelbitedahulu apakah ada di
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daerah tersebut Notaris yang telah pensiun, mengkad diri, atau pindah ke
wilayah lain. Bila ada, maka Notaris dapat diterkpat di daerah tersebut.
Apabila tidak ada Notaris yang pindah, mengunduriiaiy dan pensiun, maka

Notaris tidak dapat ditempatkan di daerah tersebut.

Formasi Jabatan Notaris dalam Pasal 3 ayat (2if b, ¢ dan ayat (3)
huruf a, b, c KepMenKeh dan HAM RI, menyebutkanviealpada setiap daerah
jabatan ditetapkan dapat diangkat minimal 1 (satajg Notaris, sementara pada
kenyataan di lapangan jumlah calon Notaris yangngkat berdasarkan
kewenangan menteri sangat banyak, bahkan melel@paskas. Sebaiknya
ditetapkan batas jumlah maksimal Notaris yang mgkga pengangkatan di
suatu daerah dengan tetap mempertimbangkan fadtoraéi, dengan demikian
penyebaran Notaris di suatu daerah menjadi meeatasesuai dengan kebutuhan
agar tidak terjadi penumpukkan Notaris, yang dapanhimbulkan efek-efek
negatif dikalangan Notaris, sehingga terjadi pedgngn kode etik Notaris.

2.2 KODE ETIK NOTARIS
2.2.1 Definisi Kode Etik Notaris

W.J.S Poerwadarwinta dalam Kamus Umum Bahasa ési®n
mengemukakan bahwa pengertian etika adalah ilmggtehuan tentang asas-
asas akhlak (moral). Perkataan etika berasal dakapaarethos sehingga muncul
kata-kataethika. Perkataarethos dapat diartikan sebagai kesusilaan, Perasaan
batin atau kecenderungan hati seseorang untuk diterkabaikanFN.Etika
memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah lakunusia dalam
pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atanghubungkan
penggunaan akal budi individual dengan objektifitastuk menentukan

“kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku sesepterhadap orang lain.

Istilah latin ethos atau ethikos selalu disebut dengamos, sehingga dari
perkataan tersebut lahirlamoralitas atau yang sering diistilahkan dengan
perkataan moral. Namun demikian , apabila dibandinglalam pemakaian yang
lebih luas, perkataan etika dipandang sebagai |kldb dari perkataan moral,
sebab terkadang istilah moral sering dipergunakamyd untuk menerangkan
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sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai darijudiutingkah laku atau

perbuatannya saja, sedangkan etika dipandang setnnnjukkan sikap lahiriah
seseorang, juga meliputi kaidah-kaidah dan motifdmperbuatan seseorang.
Secara umum etika dapat diartikan yaitu prinsipgp tentang sikap hidup dan

perilaku manusia dalam masyarakat.

Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkedaagan akhlak. Etika
secara etimologis diartikan sama dengan moral lenifi-nilai dan norma-
norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompalkmd mengatur
perilakunya. Etika berkaitan erat dengan moralegritas dan perilaku yang

tercermin dari hati nurani seseorang.

Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkaandainenjawab
pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukan sesedraikgatau tidak baik, etis
atau tidak etis. Nilai adalah suatu fenomena, yaag kali mewujudkan diri

dalam dalam kaitannya dengan apa yang “baik” dendb'.

Nilai ada banyak ragam dan macamnya dan nilai-mdrsebut diramu
dan kegiatan meramu tersebut disebut budaya. Mewalnerupakan kualitas
perbuatan manusiawi dalam arti perbuatan baik dankb benar atau salah, patut
atau tidak patut yang ditentukan oleh tiga faktaitly motivasi, lingkungan
perbuatan, tujuan akhir yang didasarkan pada budtaa nilai-nilai yang telah
“diramu” sedangkan moral adalah (ajaran) mengerak l@an buruk yang

diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajidaamsebagainya.

Kode etik dalam arti materiil adalah norma atavapgan yang praktis
baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etilexkaitan dengan sikap serta
pmngambilan putusan hal-hal yang fundamental déai dan standar perilaku
orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankaofesinya yang secara
mandiri dirumuskan, dutetapkan dan ditegakkan olgfanisasi profesi Notaris.
Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral ydisgntukan oleh perkumpulan
Notaris berdasar keputusan kongres perkumpulan gesrggatur tentang hal itu
dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh agetdan semua anggota

perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris.
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Menurut Bertens dalam bukunya tentang “etika” na¢alan, kode etik
profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterheh kelompok profesi,
yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada tamgg@o bagaimana
seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu | npoodesi itu di mata
masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profadierbuat menyimpang dari
kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan ter@medi mata masyarakat. Oleh
karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikarbgrdasarkan kekuasaannya

sendiri.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma monghng wajib
diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukégar kode etik profesi dapat
berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidahdach syarat yang harus
dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat qledfesi itu sendiri, kode etik
tidak akan efektif kalau diterima saja dari ataari dnstansi pemerintah atau
instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh aita dan nilai-nilai yang hidup
dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agareketlk dapat berhasil dengan
baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terusragene

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum daenjamin
pelaksanaan jabatan Notaris yang dipercayakan aiettang-undang dan
masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturaradegkum mengenai
pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notagststapat, karena dalam
menjalankan jabatannya yang diamanatkan oleh undadgng tetapi juga
berfungsi sebagai pengabdi hukum yang meliputi irgdgang sangat luas.
Dengan adanya kode etik kepentingan masyarakat gkag terjamin sehingga

memperkuat kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat sikain profesi
dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai #t&pabahwa kepentingannya
akan terjamin. Kode etik profesi juga penting selbagrana kontrol sosial.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma morngdng wajib
diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukidgar kode etik profesi dapat

berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak dach syarat yang harus
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dipenuhi. Pertama kode etik itu dibuat oleh profes sendiri, kode etik tidak
akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atdei instansi pemerintah atau
instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh aita dan nilai-nilai yang hidup
dalam kalanngan profesi itu sendiri. Kedua, agateketik berhasil dengan baik

adalah bahwa pelaksanaanya diawasi terus menerus.

Kode etik profesi merupakan produk etika teraparerka dihasilkan
berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suafespriode etik profesi dapat
berubah dan dapat diubah seiring dengan perkembaihga pengetahuan dan
teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidd&ian ketinggalan zaman.
Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan dofgsi yang bersangkutan, dan
hal ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yandak dipaksakan dari luar. Kode
etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggattompok profesi. Kode etik
profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yaalgetts bagi anggotanya.

Mengapa kode etik perlu dirumuskan secara terti@ismMaryono dalam
bukunya tentang “Etika Profesi Hukum, Norma-normagBPenegak Hukum”

mengemukakan tiga alasannya, yaitu:
a.Sebagai sarana kontrol sosial
b.Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
c.Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip psdmal yang telah
digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pastajiban profesional anggota
lama, baru, ataupun calon anggota kelompok prof@sngan demikian dapat
dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan aaat sesama anggota

kelompok profesi, atau antara anggota kelompokegrafan masyarakat.

Notaris dengan organisasi profesinya menjabarkima @rofesi tersebut
ke dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris mariwrganisasi profesi Notaris
hasil Kongres Luar Biasa lkatan Notaris Indonn¢id) pada tanggal 27 Januari
2005 yang diadakan di Bandung, diatur dalam Paaagka (2), sebagai berikut:
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“Kode Etik Notaris dan selanjutnya akan disebut &&dik adalah seluruh
kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan tk&tataris Indonesia
yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” bendiesputusan Kongres
Perkumpulan dan/ atau yang ditentukan oleh damudddlam peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang hal mwyaiag berlaku bagi
serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggetiumpulan dan semua
anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjaldankas jabatan
sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pefabatentara Notaris,

Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus”.
Pelanggaran menurut Kode Etik Notaris diatur daPasal 1 angka (9), yaitu:

“Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yatakudian oleh
Perkumpulan maupun orang lain yang memangku danjafaakan
jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode @i/ atau disiplin

organisasi”.

Terhadap pelanggaran Notaris, dilakukan pengawadeln organisasi
Notaris yaitu lkatan Notaris Indonesia (INI) terapdanggotanya, yang secara
langsung mengontrol Notaris yang dilakukan oleh Bewehormatan, diatur
dalam Pasal 1 angka (8) Kode Etik Ikatan Notariiesia (INI), yaitu:

“Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkianmebagai suatu
badan atau lembaga yang mandiri dan bebas darirgiebkan dalam

Perkumpulan yang bertugas untuk:

a. Melakukan pembinaan, bimbingan , pengawasan, peahia@n
anggota dalam menjunjung Kode Etik,

b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaamgusean
ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau gyatidak
mempunyai kaitan dengan kepentingan kepentingarnyareisat
secara langsung,

c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pasgyatas
dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris”.
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Dewan Kehormatan tersebut terdiri dari, Dewan Ketadan Pusat adalah
Dewan Kehormatan pada tingkat nasional, Dewan Kehtan Wilayah adalah
Dewan Kehormatan tingkat wilayah yaitu pada tinglRxbpinsi atau yang
setingkat dengan itu, dan Dewan Kehormatan Daeatalala Dewan Kehormatan

tingkat Daerah yaitu pada tingkat kota atau kalmrpat

Bagi Notaris yang melakukan pelangggaran kode @déipat dikenakan
sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Samkenurut Kode Etik Notaris
dalam Pasal 1 angka (12), sanksi adalah suatu harkuyang dimaksudkan
sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatandidgiin anggota
Perkumpulan maupun orang lain yang memangku danjataakan jabatan

Notaris, dalam menegakkan kode etik dan disiplganisasi.

Sanksi yang dapat dikenakan bagi Notaris yang mkak pelanggaran
diatur pada Pasal 6 kode etik Notaris, yaitu:

“1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yangkukan pelanggaran
kode etik dapat berupa:

Teguran,

Peringatan,

Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotakumpeulan,
Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan,

® 2 0 T ®

Pemberhentian dengan tidak hormat dari keangg®agdumpulan.

2.Penjatuhan sanksi-sanksi tidak hormat dari keatagn Perkumpulan.
Yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kisgti|danggaran yang

anggota”.

Notaris merupakan suatu pekerjaan jabatan dengali&e khusus yang
menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab garag untuk melayani
kepentingan umum dan inti dari tugas Notaris adadehgatur secara tertulis dan
otentik hubungan hukum antara dua pihak atau lgaéitlg meminta jasa Notaris.
Seorang Notaris adalah sebagai pejabat, tempabraege dapat memperoleh

nasehat yang boleh diandakan segala sesuatu yanp dierta ditetapkannya
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adalah benar (konstantir), ia adalah pembuat dokuyaeg kuat dalam suatu

proses hukum.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah pakam salah satu
organ negara yang mendapat amanat dari sebagias dag kewenangan negara
yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam mamq@gmberian pelayanan

kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.

2.2.2 Ikatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris

Begitu pentingnya tugas dan fungsi Notaris dalarmbezikan pelayanan
kepada masyarakat, maka sudah sepantasnya adalpegan bagi para Notaris.
Untuk menjaga keseimbangan karena adanya pengawasgrcukup ketat bagi
Notaris, maka disisi lain perlu juga adanya kehamugerlindungan hukum bagi
Notaris.

Oleh karena itu terbentuk satu wadah organisasigyaekiranya
diharapkan dapat membantu dan menampung segalasagpara Notaris serta
memberi perlindungan kepada para anggotanya Oagarjang dikenal dan satu-
satunya yang diakui adalah INI (lkatan Notaris imelgia).

Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah bagi Notdiharapkan dapat
berperan aktif dalam memberikan arah dan tunturegi bBnggotanya dalam
menjalankan jabatannya sehingga para Notaris dapainberikan jaminan
kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pererasa Notaris dan
masyarakat luas.

Tujuan perkumpulan INI:

1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mpagakan
terwujudnya kepastian hukum.
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umurdagailmu

serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada kinwyesus
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3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan niNdtaris selaku
pejabat umum dalam rangka pengabdiannya kepadanTdhag Maha
Esa, Bangsa dan Negara.

4. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dam passaudaraan
serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota umdwkujudkan

persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segeygpanyd®

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabaataa Notaris,
perkumpulan mempunyai kode etik Notaris yang dilesd oleh kongres dan
merupakan kaidah moral yang wajib ditaati olehagetnggota perkumpulan.

Dewan kehormatan merupakan alat perlengkapan mgikian yang
terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilin daggota biasa dan werda
Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhagepkumpulan, berkepribadian
baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadiuf@ bagi anggota dan
diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sdemgan masa jabatan

kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksagsnpalanggaran
terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepaldaggarnya sesuai dengan

kewenangannya dan bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, perhbananggota
dalam menjunjung kode etik;

2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaanggglean ketentuan
kode etik yang bersifat internal atau yang tidakmpenyai masyarakat
secara langsung;

3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pasgatas dugaan

pelanggaran kode etik dan jabatan Notdtis.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakuk@aneara sebagai berikut:

'8 Hasil wawancara dengan Harsono, Ketua Pengurusb#&abupaten Tangerang
Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Tangerang, tasg?P Desember 2010

19 Hasil wawancara dengan Sri Lestari Roespinoedjiu Dewan Kehormatan Notaris
Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang Ikatan Ndtalamesia (INI), di Tangerang, Tanggal 22
Desember 2010
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a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikataarisldndonesia dan
Dewan Kehormatan Daerah

b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatatafis Indonesia dan
Dewan Kehormatan Wilayah

c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat lkatataridoindonesia dan

Dewan Kehormatan Pusat.

Para Notaris yang berpraktik di Indonesia berggbuaalam sebuah
perhimpunan organisasi tersebut INI merupakan kai@m dari “ De
Nederlandsh-Indische Notariegle Vereegining” yang dahulu didirikan di Batavia
pada tanggal 1 Juli 1908 yang mendapat pengesatizaga badan hukum
denganGouvernements Besluit ( Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September
1908 Nomor 9. Nama Belanda kemudian diganti atapati menjadi “Ikatan
Notaris Indonesia” yang hingga sekarang merupakatu-satunya wadah

organisasi profesi Notaris di Indonesia.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jaldleparcayaan yang
diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakatk utlntah seorang Notaris
bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaag giderikan kepadanya
dengan selalu menjunjung tinggi etika umum dan abatt serta keluhuran
jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaiken sdorang Notaris maka akan
berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninyalanbamenjalankan
jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedaialmyang telah hidup dan
berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tavggguvab dari etika profesi,
adanya integritas moral yang baik merupakan peatyarpenting yang harus
dimiliki seorang Notaris.

Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjatajgbatannya menurut
kode etik Notaris yang ditetapkan dalam kongresatkdNotaris indonesia yang
telah mengatur mengenai kewajiban dan larangan Yeargs dipatuhi oleh
Notaris dalam menjalankan kode etik Notaris dan ataim undang-undang yang
mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Ugddamor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris.
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Kode Etik lkatan Notaris Indonesia (INI) bab 1sahl, hal. 1. kode etik
menyebutkan bahwa kode etika adalah seluruh kamdadl yang ditentukan oleh
perkumpulan lkatan Notaris Indonesia yang selagatnakan disebut
“Perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkianp dan/atau yang
ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perugp@stiangan yang mengatur
tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta waiiaatli oleh setiap dan semua
anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalangas jabatan sebagai
Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat SenseNataris, Notaris Pengganti

dan Notaris Pengganti Khusus.

2.3 Analisa Penentuan Formas Jabatan Notaris dan kaitannya dengan
pelanggaran kode etik ( Studi di Wilayah Kabupaten Tangerang).

2.3.1 Formasi Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik
pada wilayah Kabupaten Tangerang

Kebutuhan akan jumlah Notaris secara nasional daeagan cepat
terpenuhi, bahkan saat ini jumlah Notaris sudahamphui kebutuhan. Di lain
pihak, kualitas yang dituntut semakin jauh dari apan, dikarenakan
perkembangan di bidang lainnya yang meningkat aecapat dan beragam.
Departemen Kehakiman dan HAM RI menerapkan sistearmé&si Jabatan
Notaris.. Saat ini Formasi Jabatan Notaris diatlam peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M®5.AH.02.11 Tahun
2009 Tentang Formasi Notaris, namun ada perbedaa@nfuan kriteria dengan
peraturan sebelumnya yaitu dengan peraturan Mehligkum dan Hak Asasi
Manusia Republik ditetapkan Peraturan Menteri Hukbam Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 200&htangKenotarisan.
Kriteria-kriteria formasi Notaris yang diatur dalaRasal 3 KepMenKeh dan
HAM RI tersebut adalah:

(1) Formasi Notaris ditetapkan berdasarkan:
a.Kegiatan dunia usaha.

b.Jumlah penduduk.
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c.Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atdwadapan Notaris

setiap bulan.

(2) Jumlah formasi Notaris berdasarkan kegiatan dus#ha, ditetapkan
dengan kriteria sebagai berikut:
a. Setiap 2(dua) kantor cabang, bank pemerintah atesta dapat
diangkat minimal 1(satu) Notaris.
b. Setiap ada 3(tiga) kantor cabang pembantu bank nreate atau
swasta dapat diangkat minimal 1(satu) Notaris.
c. Setiap ada 3(tiga) kantor bank perkreditan rakyaiatl diangkat
minimal 1(satu) Notaris.
(3) Formasi Notaris berdasarkan jumlah penduduk diketapdengan
kriteria sebagai berikut:
a. Setiap ada 100.000(seratus ribu) jiwa di Daerahskibubukota
Jakarta dapat diangkat minimal 1(satu) Notaris.
b. Setiap ada 50.000(lima puluh ribu) jiwa di daerattakdapat
diangkat minimal 1(satu) Notaris.
c. Setiap 25.0000(dua puluh lima ribu) jiwa di daetabupaten

dapat diangkat minimal 1(satu) Notaris.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManuR&publik
Indonesia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentkrgotarisan terlihat jelas
bahwa kriteria penentuan Formasi Jabatan Notditgeatidari 3 kriteria, yaitu: 1.
Kegiatan Dunia Usaha, 2. Jumlah penduduk, 3.ragajuanlah akta yang dibuat
setiap bulan. Hal ini sangatlah sesuai dengan UphRél 22, sedangkan peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indsaenomor: M.HH-
05.AH.02.11 Tahun 2009 Tentang Formasi Notaris hamgnentukan kriteria
penetapan Formasi Jabatan Notaris hanya berdagazaklanjumlah penduduk dan
hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang adardpéesal 22 UUJN.

Menurut Nur Ali, Sh.,MH Kepala Sub Direktorat Notda (Kasubdit)
Notariat kriteria penentuan formasi jabatan Notatadam peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia moribHH-05.AH.02.11
Tahun 2009 Tentang Formasi Notaris sudahlah temdaupun hanya dilihat
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berdasarkan perkembangan jumlah penduduk saja,tidak memperhatikan
kegiatan dunia usaha atau jumlah bank hal ini dikakan bank tidak selalu dapat
memberikan data yang valid mengenai perkembangafafubank yang ada di
setiap daerah. Mengenai permasalahan Formasi dalataris yang sudah penuh
Departemen Hukum dan Ham telah mengambil langkaitu yeengan menutup
sementara Formasi Jabatan Notaris di wilayah yangah Notarisnya sudah

kelebihan?°

Jumlah Notaris yang melimpah dengan formasi yarakti merata
dampaknya dapat menimbulkan persaingan yang tidhktsdikalangan Notaris
sehingga menimbulkan terjadinya pelanggaran kodk HMiotaris maupun
pelanggaran Undang-Undang Jabatan Nofaris.

Dewasa ini mengikuti perkembangan peraturan yargg adak semua
Notaris mampu melaksanakannya. Oleh karena it@nisgsi Notaris (INI) selalu
berusaha mengadakan up graddan refreshingantara para anggotanya. Pada
kesempatan itulah INI membertahukan kepada anggeatadanya peraturan-
peraturan yang baru. Di samping itu, seringkali Wémberitahukan kepada
anggotanya adanya adanya peraturan-peraturan yang rbelalui majalahnya
yaitu Media Notariat dan Renvol.

Pada bidang pendidikan Notariat, untuk mendapatggdaran dari
pemerintah mengenai eksistensi organisasi profesifama pengakuan tentang
kewenangan untuk layak tidaknya seseorang diangkak menjalankan jabatan
Notaris adalah organisasi profesi itu sendiri,asenengambil bagian secara aktif
dalam dunia pendidikan Notariat yang akan turut enéwkan warna dan
kualitas/mutu Notaris di masa depan. Berlaku urstelkiruh Indonesia dibuatkan
suatu pedoman dan standar yang dibakukan sebagdastprofesi keilmuan etika
dalam rangka mempertahankan kualitas profesi atgp terpelihara.

Untuk mengantisipasi jumlah Notaris yang sudahakerbanyak dengan
lulusan MKn yang setiap tahun berjumlah kurang HebDOO (seribu) orang

? Hasil wawancara dengan Nur Ali, SH.,MH, kepala Sitektorat (Kasubdit) Notariat, di
Jakarta, tanggal 08 April 2011

2L Wawancara dengan Harun Kamil, SH, ketua Dewan Keatan Ikatan Notaris Indonesia
Pusat, di Jakarta, tanggal 19 Juni 2011
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pemohon, yang pada perkembangannya ada perbed#ama gmlah lulusan

dengan jumlah yang diangkat, lulusannya lebih blangadangkan angka yang
diangkat lebih sedikit. Ini karensupply and demand yang tidak berimbang.

Persoalan distribusi yang tidak merata disebabKah beberapa faktor, yaitu
pemerintah harus punya strategi menyebarkan disiritsehinggga daerah dan
semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasaridfNdisa merata.

Sepanjang tahun 2010, Kemenkumham telah menga@3@k#t Notaris baru di

Indonesia?

Karena kondisi saat ini jumlah calon Notaris daotekdis sudah terlalu
banyak, maka pertama yang harus dilakukan adalda pandidikan Notariat
khususnya, yaitu dengan memperkecil atau mengujangah calon mahasiswa
Notariat di setiap Perguruan Tinggi Negeri selundonesia.

sekarang ini sekarang program pendidikan Notanatals dibuka di
beberapa perguruan tinggi swasta seperti universitayabaya, Universitas
Surabaya, sehingga lulusan pendidikan Notariat akemakin banyak dan
kualitasnya menjadi diragukan, karena dengan jurhlataris dan calon Notaris
yang terlalu banyak dapat menimbulkan persaingamg yedak sehat antara
Notaris*

Pemerintah dalam hal ini Menteri begitu mudah maggat calon
Notaris, sehingga siapa saja diloloskan untuk diahghenjadi Notaris. Kondisi
yang seperti ini mengakibatkan jumlah Notaris seémakri semakin banyak dan
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mentetap t melakukan
pengangkatan, karena bagaimanapun kondisi dandmmgumlah calon Notaris
yang mengajukan permohonan harus tetap diangkatteMeidak dapat menolak
pengangkatan calon Notaris yang merasa telah siapbdrsedia untuk menjadi
Notaris dengan alasan Hak Asasi Manusia dimanaapsetirang berhak
mendapatkan pekerjaan. Menteri dalam hal ini mehkan kembali pada
individu Notaris itu sendiri dalam berkompetisilaibangan, tetapi pada kompetisi

yang sehat. Bagaimana kualitas/mutu Notaris dalanjatankan jabatannya di

“http:/Iwww.kumham-jakarta.info/berita-terkini/41@enkumham-angkat-3000-notaris-
sepanjang-2010

2 Wawancara dengan Winanto SH., MH,anggota Dewarm#editan Ikatan Notaris Indonesia
Pusat, di Jakarta, tanggal 23 Mei 2011
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masyarakat, karena kualitas Notaris sendiri yanghemieikan Notaris akan
berfungsi atau tidak di masyarakat. Seharusnyagimotaris dibatasi jumlahnya
agar tidak terlalu banyak dan seharusnya pemermtakukan koordinasi dan
kerjasama yaitu antara Departemen Pendidikan harkadengan terlalu
banyaknya universitas yang membuka program Magist@notariatan,
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan orgsinidatan Notaris
Indonnesia mengenai kriteria formasi jabatan Nstasigar sesuai dengan
kebutuhan masyarakt.

Seharusnya penentuan formasi notaris tetap mentpenmatiga unsur
yaitu: 1. Kegiatan dunia usaha, 2 jumlah pendudiak, 3 rata-rata jumlah akta
yang dibuat oleh Notaris setiap bulannya sehingghadtiran notaris dapat
bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan jasarislokarena jika tidak
dilihat berdasarkan tiga kriteria tersebut akajatermasalah bagi Notaris- notaris
yang diangkat karena kebutuhan setiap daerah ak@sr&daan Notaris berbeda—
beda® Pelangggaran terhadap formasi jabatan Notarisghinspat ini masih
terjadi yaitu penempatan Notaris di daerah yan@gisyzenuh formasinya, hal ini
terjadi dikarenakan adanya titipan-titipan yangaklikan oleh pejabat-pejabat
penting untuk mengangkat orang-orang tertentu umekjadi Notaris.

Diharapkan, bahkan dianjurkan kepada para Notais calon Notaris,
untuk bersedia, mampu dan mau mengabdi melalui pahfesi jabatan Notaris,
dengan memberikan pelayanan kepada masyarakatesidodi seluruh wilayah
nusantara. Sudah tiba saatnya para Notaris menabendelayanan kepada
masyarakat kecil, maupun kepada masyarakat tetpemacig berada di daerah
kabupaten.

Pada bab Il tentang Formasi, pasal 3 ayat (2) rajhu€ dan ayat (3) huruf
a,b,c, KepMenKeh Tentang Kenotarisan, menyebutledmwvh pada setiap daerah
jabatan ditetapkan dapat diangkat minimal 1 (satahg Notaris, sementara pada
kenyataannya dilapangan jumlah calon Notaris yamgngtkat berdasarkan
kewenangan menteri sangat banyak, bahkan melelabpasias. sebaiknya

ditetapkan batas jumlah maksimal Notaris yang memkga pengangkatan di

24 Wawancara dengan Harun Kamil, SH, ketua Dewan Keatn Ikatan Notaris Indonesia
Pusat, di Jakarta, tanggal 19 Juni 2011
% bid
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suatu daerah dengan tetap mempertimbangkan faktonati, antara lain
berdasarkan kegiatan usaha dan jumlah pendudulg deigan demikian Notaris
di suatu daerah menjadi merata, dan sesuai derejmrnuhan masyarakat.

Penentuan formasi jabatan Notaris dilakukan olahd?mtah Pusat yaitu
Departemen Hukum dan HAM RI melalui Menteri. Berthsan Pasal 6
KepMenKeh RI TentangKenotarisan, bahwa pemerintah daerah dapat
mengajukan permohonan untuk diangkat Notaris drateya. Oleh karena itu
Pemerintah Daerah hendaknya juga bisa membatasridlodi wilayahnya,
dengan memberikan saran kepada Pemerintah PusateriRe®h Pusat dalam
menentukan formasi jabatan Notaris di daerah tertdrendaknya juga meminta
saran atau usul dari Pemerintah Provinsi (PemPrBemerintah kabupaten
ataupun Kota.

Sistem formasi jabatan Notaris oleh Departemen Huklan HAM RI
hendaknya memperhatikan usul dan saran dari Ommnisotaris (INI) dan
pemerintah daerah, karena bagaimana DepartemennHdlam HAM RI bisa
mengetahui kebutuhan Notaris di daerah yang voluraasaksinya, pelaku
bisnisnya banyak atau sedikit karena hal terselie@ntdkan oleh frekuensi
transaksi para pelaku bisnis, seperti transaksilipan hak, atau perbuatan hukum
lainnya, serta kepadatan penduduk per radius liuaga.

Pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi dan tkbbn daerah,
khususnya mengenai kebutuhan jumlah Notaris. Kélautyumlah Notaris pada
suatu daerah diketahui berdasarkan laporan Natessjumlah rata-rata akta yang
dibuat oleh seluruh Notaris di daerah tersebutjseigikurangnya 50 akta setiap
bulan (Pasal 22 UUJN dan Pasal 3 ayat (4) KepMehK&trtumbuhan ekonomi
akan mempengaruhi jumlah akta yang dibuat Notaid&setiap bulan.

Jumlah Notaris yang banyak dan dengan formasi \ahgk merata
mengakibatkan terjadinya penumpukkan Notaris, ggjarbanyaknya penawaran
dan sedikitnya permintaan terhadap akta Notarisn [Paga menimbulkan
penyimpangan atau persaingan tidak sehat, sepettrisl melakukan banting
harga, Notaris berkantor di dua tempat yang berb@&uamerupakan suatu
pelanggaran, baik pelanggaran kode etik NotarisponalUJN.

26 |bid
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Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mandan selalu
memelihara, serta menjunjung tinggi keluhuran nhatedan jabatan Notaris,
karena Notaris bukan pengusaha, maka ia tidakhbwmlelakukan persaingan,
dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu,rkeld@n dan jumlah Notaris di
suatu daerah harus ditetapkan jumlahnya (formasi$uai dengan kebutuhan
masyarakat yang meminta jasanya. Oleh karena itetagkan kriteria dan
persyaratan berdasarkan Pasal 22 UUJN dan sebagaiugan pelaksananya
diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri KehakimantaM Rl Nomor: M.01-
HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan.

2.2.2 Pelanggaran Kode Etik Notaris di wilayah Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang cukupt gachlah
penduduknya saat ini yaitu berjumlah sekitar 33843B.jiwa dengan formasi
notaris sebanyak 310, jika dilihat dari kegiataahanya yang tidak terlalu banyak
jumlah Notaris yang ada di Kabupaten Tangerang ghmya sudah terlalu
banyak?’

Dalam melaksanakan jabatannya, seorang Notarigagaepejabat umum
yang telah disahkan untuk mengabdi dan taat kepallam diwujudkan lewat
kepatuhan pada norma dan etika. Seorang Notariss maemiliki kemampuan
profesional tinggi dengan memperhatikan norma hulamg dilandasi dengan
integritas moral, keluhuran martabat dan etika gmofsehingga kepercayaan
terhadap jabatan Notaris tetap terjaga. Sudah aewaj bila dari masyarakat
muncul harapan dan tuntutan bahwa pengembanan d@kspnaan profesi
Notaris selalu dijalankan dan taat pada norma huétametika profesi. Tuntutan
ini menjadi faktor penentu untuk mempertahankamacya sebagai pejabat
umum.

Contoh pelanggaran terhadap UUJN yang dilakukah oknum Notaris
dalam pembuatan akta-akta Notaris, yaitu:

%" Hasil wawancara dengan Sri Lestari Roespinoedjiu Dewan Kehormatan Notaris Pengurus
Daerah Kabupaten Tangerang lkatan Notaris Indorf#¢in di Tangerang, tanggal 22 Desember
2010
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Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padlah dalam akta itu
sendiri, disebut dan dinyatakan “dengan dihadehdaksi-saksi”.

Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf INJWang menentukan
bahwa Notaris dalam pembuatan akta yang meliputhbaeaan dan
penandatanganan akta, harus dihadiri oleh 2 (dwahg saksi dan
penghadap. Saksi-saksi dan panghadap tersebut naeaslengarkan
Notaris pada waktu membacakan akta dan turut mewmamgani akta
setelah Notaris selesai membacakan akta.

Akta yang bersangkutan tidak dibacakan oleh Nataris

Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) UUJNad#, dlahwa setiap akta
Notaris sebelum ditandatangani, harus dibacakarebtbr dahulu
keseluruhannya kepada para penghadap dan paralssksiu akta pihak
(partij akte) maupun akta pejabat (ambtelijke akéada pasal 16 ayat (7)
UUJN dijelaskan lebih lanjut, bahwa pembacaan attiak wajib
dilakukan jika penghadap menghendaki agar akt& tiilsacakan, karena
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui damahzeni isinya,
dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakamdag@utup akta serta
pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh aay) saksi, dan
Notaris.

Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di padd\otaris, bahkan
minuta akta tersebut dibawa oleh orang lain daanddétangani oleh, dan
di tempat yang tidak diketahui oleh Notaris yangsbagkutan.

Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf UNJUbahwa semua
akta Notaris harus ditandatangani oleh masing-rgagianghadap di
hadapan Notaris, segera setelah selesai pembaki@aitua Akta itu juga
harus ditandatangani oleh para saksi dan Notaesamlatanganan dari
suatu akta tidak dapat dilakukan pada hari-hargy@arlainan. Pembacaan
dan penandatanganan akta merupakan suatu perhbysatgrterbagi-bagi
dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwaghaelap yang satu
menandatangani hari ini dan penghadap lainnya esalaharinya.
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Berdasarkan Pasal 16 ayat (8) UUJN. Jika salahsyamat pada Pasal 16
ayat (1) huruf 1 dan ayat (7) tidak terpenuhi, maki® yang bersangkutan
hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akiavwhh tangan.
Notaris membuat akta di luar wilayah jabatannyanatetapi Notaris yang
bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut hselala
dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya sealah-olah
dilakukan di tempat kedudukan dari Notaris tersebu
Hal tersebut melanggar Pasal 17 huruf a UUJN, baNetaris dilarang
untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabgtan
Pelanggaran kode etik yang terjadi di kabupatemg@eng, antara lain
adalah:

1. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan UndangAgndabatan
Notaris, seperti:- akta yang ditandatangani olebaN®, seperti: Akta yang
ditandatangani oleh Notaris; Penandatanganan altg yidak dilakukan
dihadapan Notaris.

-Membuat akta diluar wilayah jabatannya.

2. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di digpadi ingkungan
kantor Notaris. Ditemukannya Notaris yang membuapgn nama
melebihi ukuran yang telah ditentukan.

3. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terddptdris yang memasang
tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien.

4. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan methgakan nama dan
jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga gzata acara tertentu.

5. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa daencari klien.

6. Terdapatnya pengurusan akta yang tidak selesamaamberitahu kepada
klien perihal selesainya.

7. Menahan berkas seseorang dengan maksud memakganearbuat akta
kepada Notaris yang menahan berkasnya.

8. Mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangatehoklien yang
bersangkutan.

9. Membujuk klien membuat akta atau membujuk sesecagag pindah dari

Notaris lain.
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10. Saling menjatuhkan antara Notaris satu dengan Notang lairf®
Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang@njadi penuntun
perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas prodesma-norma tersebut
dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut ketik profesi. Kode etik
profesi hukum merupakan bentuk realisasi etikagsidiukum yang wajib ditaati
oleh setiap profesional hukum yang bersangkutarioidonidjojo menyatakan,
dalam melaksanakan kewajibannya, profesional huteru memiliki:
a) Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukumarseenoral
belaka, melainkan kebenaran yang sesuai denganurani;
b) Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesaagdn perasaan
masyarakat;
c) Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk enarkan
keadilan dalam suatu perkara konkret;
d) Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benanurut apa
adanya, dan menjauhi apa yang tidak benar dan piatak.
pelanggaran kode etik Notaris merupakan realitag yanyak terjadi dan
tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya. Hal irs@habkan oleh persaingan yang
ketat dalam praktek Notaris yang berawal dari mabartambahnya jumlah
Notaris. Kondisi ini akan bertambah buruk dan dééisioleh karena lemahnya
sosialisasi tentang kode etik dan tidak optimalpgagawasan yang dilakukan
oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikakotaris Indonesia. Selain hal
tersebut di kalangan Notaris sendiri terdapat lgderi dan persepsi untuk tidak
terlalu menghiraukan kode etik Notaffs.

Landasan kode etik Notaris setidaknya dilandash déendasan, moral,
praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pen@pam profesi adalah orang yang
memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang &t@niatan, sehingga
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlpgyanan dalam
bidang tersebut. Secara pribadi Notaris bertanggawgb atas mutu pelayanan

jasa yang dibuatnya. Antara Notaris sebagai pengerpbofesi dengan kliennya

8 Hasil wawancara dengan Sri Lestari Roespinoedjiu Dewan Kehormatan Notaris
Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang Ikatan Ndtaidmesia (INI), di Tangerang, tanggal 22
Desember 2010
# Hasil wawancara dengan Zakia Baadilla dan Pusp@eari Notaris di Tangerang, tanggal, 27
Desember 2010
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terjadi hubungan personal antar subyek, yang sécaral-yuridis kedudukannya
sama. Walaupun demikian, substansi hubungan aNteais dengan klien secara
sosio-psikologis terdapat ketidakseimbangan. Haldisebabkan karena pada
dasarnya klien tidak mempunyai pilihan lain kecuakmberikan kepercayaan
kepada Notaris tersebut dengan harapan pengembaesiprtersebut akan
memberikan pelayanan profesionalnya secara berdautiermartabéf.

Karena pelayanan yang dilakukan Notaris termasukla pdungsi
kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan dasar yang menentukan
derajat kemasyarakatan yang langsung berkaitan adenglai dasar yang
menentukan derajat perwujudan martabat manusiaa reakungguhnya Notaris
itu memerlukan pengawasan masyarakat. Tetapi, ma@s&tapada umumnya,
tidak memiliki kompetensi teknikal untuk dapat manidan melakukan
pengawasan yang efektif terhadap Notaris. Sehulundgengan nilai dan
kepentingan yang terlibat didalamnya, maka Notateam melaksanakan
jabatannya dijiwai sikap etis tertentu yaitu yamgwai etika profesi Notaris.

dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalansebagian
kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mengpyperan penting dalam
membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan petrdmukempurna dan oleh
karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepencayaaka seorang Notaris
harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Netgeng baik dapat diperoleh
dengan berlandaskan pada kode etik Notaris. Dedgamkian, maka kode etik
Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus dibdett seorang Notaris dalam
menjalankan jabatannya. Sebagai etika  profesi,e ketik Notaris yang
merupakan sikap etis sebagai bagian integral daap dnidup dalam menjalani
profesi Notaris, hanya Notaris sendiri yang dapgat yang paling mengetahui
tentang apakah perilakunya dalam mengemban pidtgaris memenuhi tuntutan
etika profesinya atau tidak. Kepatuhan pada etikafepi Notaris sangat

bergantung pada akhlak Notaris yang bersangkutan.

%0 Hasil wawancara dengan Puspasari Dewi Notarisadg&rang , tanggal 27 Desember 2010
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BAB 3
PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pemlaahdserkaitan dengan

penentuan formasi jabatan Notaris dalam kaitaneyman pelanggaran kode etik

Notaris dapat disimpulkan dan sarankan sebagdiuieri

1. Penentuan Formasi jabatan Notaris pada suatu dpadd saat ini tidak

2.

sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yartg gliatur dalam
pasal 22 yang mengatur mengenai kriteria penenfoamasi karena

penentuan formasi hanya dilihat berdasarkan jump&iduduk saja, tidak
dilihat kegiatan dunia usaha, contohnya dari junidahk yang ada pada
setiap daerahjuga tidak dilihat berdasarkan jumlah akta yangudib

setiap bulannya oleh notaris. pemerintah dalanmihenteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia sebagai aparatur negara merupakgan yang

menjalankan administragegara, khususnya ketertibadministrasi dalam
penentuan formasi jabatan Notaris harus sesuaiagepgraturan yang
ditetapkan yaitu UUJN. Dan setiap penentuan Forrdabatan Notaris
hendaknya sesuai dengan ketentuan yang diatur ldmd&UJN dan

apabila peraturan tersebut sudah tidak sesuad&ggan kondisi saat ini,
maka peraturan tersebut harus ditinjau kembali. aGuarciptanya

kepastian hukum terhadap kepatuhan aparatur dalataksanakan

peraturan yang telah ditetapkan.

Saat ini penentuan formasi notaris tidak melibatkaganisasi Notaris
Depkumham menetapkan formasi Notaris tanpa adadasrja dengan
Ikatan Notaris Indonesia.

Saat ini penentuan formasi jabatan Notaris tideduai dengan kebutuhan
Notaris dan juga dengan kebutuhan Notaris dan jurhlataris semakin
hari semakin banyak karena tidak dibatasi jumlahrail dari Kementrian
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Hukum dan HAM RI maupun dari Penyelenggara Progispasialis
Magister Kenotariatan.

3. Pelanggaran penentuan formasi jabatan Notaris gdadeah yang telah
terpenuhi Formasi jabatan Notarisnya, mengakilatjamlah Notaris
pada suatu daerah tersebut akan tidak sesuai dgngéah formasi yang
telah ditetapkan. Akibat dari ketidakseimbangan lgimNotaris dengan
kebutuhan Notaris pada suatu wilayah, akan menyeipalerjadinya
persaingan tidak sehat dan berakibat pada pelaanydarde etik yang
dilakukan oleh Notaris itu sendiri.

4.Saat ini dikarenakan jumlah Notaris di wilayahbpaten Tangerang yang

terlalu banyak dan penyebarannya tidak sesuai dekegjautuhan masyarakat

mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehatildiyah tersebut berupa
pelanggaran kode etik notaris yaitu berupa:

1.Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undadgrgn Jabatan

Notaris seperti: - Penandatanganan akta yang tdikukan dihadapan

Notaris

- Membuat akta diluar wilayah jabatannya.

2.Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depaii lingkungan

kantor Notaris. Ditemukannya Notaris yang membuaign nama melebihi

ukuran yang telah ditentukan.

3. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terddptdris yang memasang
tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien.

4. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mehgakan nama dan
jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga g#ata acara tertentu.

5. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalancari klien.

6. Terdapatnya pengurusan akta yang tidak selesamdanberitahu kepada
klien perihal selesainya.

7. Menahan berkas seseorang dengan maksud memakganoearbuat akta
kepada Notaris yang menahan berkasnya.

8. Mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangatehoklien yang
bersangkutan.
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9. Membujuk klien membuat akta atau membujuk sesecagag pindah dari
Notaris lain.
Saling menjatuhkan antara Notaris satu dengan dagtang lain
Apabila terjadi suatu pelanggaran kode etik yangkdkan oleh notaris pada
wilayah kabupaten Tangerang, maka akan diberikakssaerhadap Notaris
tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran kode etilg gadah dilaksanakan
dalam praktik yaitu berupa teguran, peringatan dsrhorzing dari
keanggotaan perkumpulan INI, namun sanksi terhpgtgnggaran kode etik
masih dirasakan kurang efektif karena walaupunhtééabukti melakukan
pelanggaran kode etik Notaris tersebut masih dapembuat akta dan
menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notarishggdn sanksi tersebut
terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Moteng melakukan
pelanggaran kode etik.
3.2. SARAN
1.ketentuan mengenai formasi jabatan Notaris yamgurd dalam Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndoaeNomor: M.HH-
AH.02.11 Tahun 2009 tidak sesuai dengan ketentweny yliatur dalam UUJN
dan juga tidak sesuai dengan perkembangan dandi@adit ini, karena jumlah
Notaris sudah terlalu banyak, sehingga penetapanaf tersebut perlu ditinjau
kembali dengan menetapkan kriteria-kriteria yangtipgangan hanya berdasarkan
jumlah penduduk saja, namun juga dilihat dari kiagibisnis didaerah tersebut
dan juga berapa jumlah akta Notaris yang dibu@sdulannya sehingga dapat
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daersebut, Agar formasi
Notaris betul-betul diberikan oleh Menteri Hukumndélak Asasi Manusia
dengan memperhatikan masukan dari organisasi agaarin pada saat
menjalankan profesinya itu mendapatkan honor umekunjang kehidupannya
yang layak.

2. Agar keberadaaan Notaris sesuai dengan kebutohayarakat dan Notaris itu
sendiri, maka hendaknya ada koordinasi antara KermaenHukum HAM RI
dengan pihak Universitas penyelenggara program sitxgkenotariatan dan juga

dengan Organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Neténhdonesia mengenai
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penentuan formasi jabatan Notaris, sehingga kebhamadotaris sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan Notaris dapat lebih rgkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat.

3. Karena permasalahan kenotariatan sudah semakiplé&ks diharapkan peran
dari Ikatan Notaris Indonesia untuk membahas damlmearakan permasalahan
ini dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan juga unsi&s-universitas pihak
penyelenggara program dan agar membatasi Jumlah oahhasiswa magister
kenotariatan sehingga dapat mencegah terjadinyaingaukkan Notaris di
Indonesia dan agar disesuaikan dengan kebuturem jaka Notaris di daerah,
dan Organisasi Notaris Indonesia selalu dilibatk@atam penentuan formasi
jabatan Notaris sesuai dengan pasal 21 UUJN, daenpgan formasi jabatan
Notaris harusnya disesuaikan dengan ketentuan yemgatur kriteria mengenai
formasi jabatan Notaris yang diatur di dalam UUJég) 22, yaitu:1. Kegiatan
dunia usaha; 2.jumlah penduduk; 3. Rata-rata junaleta yang dibuat oleh

Notaris setiap bulan .

4.Untuk menghindari terjadinya pelanggaran kode dfiotaris di wilayah
Kabupaten Tangerang, orgsnisasi Ikatan Notarisriesia Wilayang Kabupaten
Tangerang dan Pengda Kabupaten Tangerang haruag semengadakan
pertemuan dan pelatihan dengan para Notaris diyahla&abupaten Tangerang
mengenai kode etik Notaris sehingga dihharapkara péotaris di wilayah
Kabupaten Tangerang tidak melakukan pelanggarare leitk Notaris dalam
praktek jabatan Notaris.

Peranan INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebagaimsgai profesi jabatan Notaris
perlu diberi bobot yang lebih besar dalam mengawdasimembina para Notaris
dengan memberikan wewenang yang lebih luas kepasea Kehormatan INI
untuk lebih menegakkan disiplin bagi para Notansgengingat sanksi yang
diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris adalahifa¢énrmiemaksa, mengikat dan
dapat mempengaruhi jabatan Notaris. Untuk dapat imeralisir pelanggaran
terhadap kode etik menurut penulis diperlukan $isags dan pengawasan yang
dillakukan secara terus menerus dan berkesinambhuwogeh Ikatan Notaris

Indonesia. Selain hal tersebut diperlukan pengatuy@ng tegas dalam

Universitas Indonesia

Formasi jabatan..., Tommy Prabowo, FHUI, 2011



66

pelaksanaannya tentang tata cara pengangkatanidNot&hususnya tentang
penerapan formasi Notaris, sehingga tidak meningsulpeningkatan jumlah
Notaris dalam suatu wilayah yang tidak sesuai derkgdoutuhan, hal ini sangat
berpengaruh dalam menekan terjadinya pelanggame letik khususnya
persaingan yang tidak sehat antara sesama Notaris.

organisasi Notaris (INI) sangat berperan dalamgpegkatan Notaris,
yakni dengan mengadakan ujian kode etik Notarisgyarenentukan kualitas
seorang calon Notaris, serta untuk mengingatkamncdllotaris agar tetap
berpegang teguh kepada kode etik Notaris dalam alaejan jabatannya, agar
tidak terjadi pelanggaran atau paling tidak menggirpelanggaran yang terjadi
pada masyarakat maupun pada Notaris lainnya. Agafarld lebih dapat
meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkaiu ilmu Kenotariatan
dengan cara menyelenggarakan pertemuan ilmiah,meéra seminar dan

sejenisnya serta penerbitan karya ilmiah.
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KEPUTUSAN
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK <INDONESIA

NOMOR : M-01.HT.03.01 TAHUN 2003

TENTANG

KENOTARISAN

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK <INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam era globalisasi, otonomi daerah dan perdagangan bebas sekarang ini,
diperlukan Notaris yang berkualitas, baik kualitas ilmu, amal, iman maupun taqwa,
serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan
jasa hukum kepada masyarakat;

b. bahwa untuk mencapai hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur
Kenotarisan yang meliputi penentuan formasi, pengangkatan, perpindahan,
pembinaan, pemberhentian Notaris, Notaris Pengganti dan Wakil Notaris
Sementara;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sebagai pelaksanaa dari Peraturan
Jabatan Notaris yang mengatur masalah Kenotarisan, dipandang perlu diadakan

perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu
menetapkan Keputusan Menteri tentang Kenotarisa.

Mengingat :

1. Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie Stbl.
1860 Nomor 3);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris
Sementara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700);
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. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3316);

N

. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomr 3327);

(2]

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

D

. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapang Pekerjaan, Susunan,
Pimpinan Dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman;

8. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

9. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor:
KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor : M.04- PR.08.05-1987 tentang Tatacara Pengawasan,

Penindakan Dan Pembelaan Notaris;

10. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10-2001
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK <INDONESIA
TENTANG KENOTARISAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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Formasi Notaris akan ditinjau kembali dengan memperhatikan kriteria sebagaimana
dinlaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Formasi Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Surabaya Kota Bandung, Kota
Semarang dan Kota Medan, hanya diperuntukkan bagi Notaris pindahan.

Pasal 6

DOalam hal tidak terdapat Notaris di suatu wilayah kerja Notaris, dan formasi Notaris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak terpenuhi, tetapi ada permohonan dari calon
Notaris atau pemerintah daerah untuk diangkat notaris di daerah itu, maka Menteri dapat
mengangkat Notaris pada wilayah kerja itu.

BABIII

PENGANGKATAN

Pasal 7

(1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh Calon Notaris secara tertulis
kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum dan Direktur Perdata.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan langsung oleh
pemohon atau dikirim melalui pos kepada Departenten Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik <Indonesia.

Pasal 8

(1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimabud dalam Pasal 7
adalah sebagai berikut:
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a. Warga Negara <Indonesia;
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

d. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian
Negara Republik <Indonesia;

e. Lulus pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri;

f. Telahl mengikuti pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik <Indonesia;

g. Beumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh) tahun;

h. Sehat jasmani dan rohani.

(2) Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampirkan
dokumen sebagai berikut :

a. foto kopi ijazah pendidikan spesialis notariat atau magister kenotaiatan yang
disahkan olell perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;

b. fotokopi Surat tanda telah mengikuti pelatihan teknis yang disahkan oleh Notaria;
c. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;

d. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;

e. fotokopi akta perkawinan yang disahkan oleh Notaris;

f. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama pemohon yang disahkan oleh
Notaris;

g. fotokopi piagam lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh, organisasi
Notaris yang disahkan oleh Notaris;

h. fotocopy sertifikat ujian kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi Notaris;

i. surat pemyataan tidak merangkap jabatan kecuali sebagai.pejabat pembuat akta
tanah;

j. surat keterangan dari Notaris bahwa telah mengikuti magang di kantor Notaris
selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah lulus pendidikan spesialis
notariat atau magister kenotariatan yang disahkan oleh organisasi profesi

Notaris setempat;

k. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
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Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Formasi Notaris adalah penentuan jumlah Notaris di suatu wilayah kerja.

2. Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Jabatan Notaris.

3. Notaris Pengganti adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang setelah
mendapat persetujuan Menteri untuk menggantikan Notaris yang berhalangan
sementara dalam menjalankan jabatannya.

-~

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenahgan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Wakil Notaris Sementara adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri atas usul Ketua
Pengadilan Negeri untuk menjalankan tugas jabatan Notaris pada wilayah kerja
Notaris yang tidak ada Notarisnya.

6. Calon Notaris adalah pemohon yang Lelah lulus pendidikan Spesialis Notariat atau
Magister Kenotariatan.

7. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan terhadap Notaris secara
efektif dan efisien untuk mencapai kualitas Notaris yang lebih baik.

[o]

. Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh
Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan
jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Wilayah kerja adalah daerah kerja Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10. Protokol Notaris adalah seluruh dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara
oleh Notaris yang terdiri dari minuta-minuta yang telah dijilid, repertorium, daftar

pengesahan surat-surat dibawah tangan, daftar akta-akta protes.

11. Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kerja
Notaris.

12. Menteri adalah Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik <Indonesia.

13. Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris <Indonesia sebagai satu-satunya organisasi
pejabat umum yang profesional yang telah disahkan sebagai badan hukum.

BABII

FORMASI
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Pasal 2

Menteri berwenang menentukan formasi Notaris meliputi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,
daerah kota, dan daerah kabupaten di seluruh <Indonesia.

Pasal 3

(1) Formasi Notaris ditetapkan berdasarkan :
a. kegiatan dunia usaha; atau
b. jumlah penduduki atau
c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris setiap bulan.

(2) Jumlah formasi Notaris berdasarkan kegiatan dunia usaha, ditetapkan dengan kriteria
sebagai berikut :

a. setiap ada 2 (dua) kantor cabang bank pemerintah atau swasta dapat diangkat
minimal 1 (satu) Notaris.

b. setiap ada 3 (tiga) kantor cabang pembantu bank pemerintah atau swasta dapat
diangkat minimal 1 (satu) Notaris.

c. setiap ada 3 (tiga) kantor bank perkreditan rakyat dapat diangkat minimal 1 (satu)
Notaris.

(8) Formasi Notaris berdasarkan jumlah penduduk ditetapkan dengan kriteria sebagai
berikut :

a. setiap ada 100.000 (serutus ribu) jiwa di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dapat
diangkat mjnimal 1 (satu) Notaris.

b. setiap ada 50.000 (lima puluh ribu) jiwa di daerah kota dapat diangkat minimal 1
(satu) Notaris.

c. setiap ada 25.000 (dua puluh lima ribu) jiwa di daerah kabupaten dapat diangkat
minimal 1 (satu) Notaris.

(4) Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris sekurang-kurangnya
50 (lima puluh) akta per bulan.

Pasal 4
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1. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

m. surat pemyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia ditempatkan di
seluruh wilayah Republik <Indonesia;

n. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tentang kesediaan untuk
ditunjuk menampung protokol Notaris lain;

o. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
p- daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir

yang disediakan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik <Indonesia;

Pasal 9

(1) Pengangkatan Notaris ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan
kriteria, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Permohonan pengangkatan Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) wilayah kerja tertentu

dan dapat dialihkan ke wilayah kerja lain setelah lewat waktu 6 (enam) bulan
terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 10

(1) Permohonan pengangkatan yang memenuhi persyaratan sebagamana dimaksud dalam
Pasal 8, diterima dan dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan, tanggal dan nomor kendali
penerimaan.

(2) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.
(8) Permohonan pengangkatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, ditolak dan berkas permohonannya dikembalikan kepada yang
bersangkutan.

Pasal 11

Notaris yang telah dikabulkan permohonan pengangkatannya oleh Menteri, wajib
mengambil sendiri surat keputusan pengangkatannya dari Direktorat Perdata Direktorat
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Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman. Dan Hak Asasi Manusia
Republik <Indonesia.

Pasal 12

(1) Notaris wajib melaksanakan tugas jabatannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan keputusan pengangkatannya
diterima oleh yang bersangkutan.

(2) Sebelum melaksanakan tugas jabatannya, Notaris yang diangkat wajib mengucapkan
sumpah jabatann di hadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam
Peraturan Jabatan Notaris.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui, Notaris tidak
melaksanakan tugas jabatannya dan tidak mengirim laporan pelaksanaan tugas
serta fotokopi berita acara sumpah kepada Direktur Perdata Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tanpa alasan yang kuat dan dapat diterima, maka Menteri
membatalkan surat keputusan pengangkatannya sebagai Notaris.

(4) Pembatalan surat keputusan pengangkatan dapat juga dilakukan oleh Menteri, apabila
pemohon tidak mengambil surat keputusan Menteri tentang pengangkatannya
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberitahuan
diterima oleh pemohon

(8) Pemohon yang keputusan pengangkatannya dibatalkan oleh Menteri sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) dan (4), tidak dapat mengajukan permohonan lagi, kecuali
ada alasan kuat yang dapat diterima oleh Menteri.

BABIV

PERPINDAHAN

Pasal 13

(1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah setelah 3 (tiga) tahun melaksanakan
tugas jabatannya secara aktif di tempat wilayah kerja kota atau kabupaten dan 5
(lima) tahun untuk wilayah kerja Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhitung sejak
pengambilan sumpah jabatan;

(2) Jangka waktu sebagaimana dimamsud dalam ayat (1) tidak termasuk cuti yang telah
dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan;
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(8) Permohonan pindah wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan
secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal Admlnistrasi
Hukum Umum dan Direktur Perdata.

(4) Permohcnan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diserahkan langsung oleh
pemohon atau dikirim melalui pos kepada Departemen Kehakiman Dan Hak. Asasi
Manusia Republik <Indonesia.

(8) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), diajukan dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut :

a. surat pernyataan bermaterai cukup dari Notaris yang menyatakan telah
menyelesaikan seluruh kewajiban dan tanggungjawab sebagai Notaris, yang
diketahui oleh Pejabat yang berwenang;

b. surat pernyataan bermaterai cukup dari Notaris se tempat yang bersedia
menampung protokol Notaris yang akan pindah wilayah kerja;

c. surat pernyataan bermaterai cukup dari Notaris yang bersangkutan tentang
kesediaannya menampung protocol Notaris lain;

d. fotokopi berita acara sumpah jabatan yang dlsahkan oleh Notaris;

e. surat keterangan tentang kondite Notaris yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang;

f. surat keterangan tentang protokol, meliputi jumlah akta yang dikeluarkan oleh
Pejabat yang berwenang;

g. surat Rekomendasi dari organisasi Notaris;

h. surat keterangan tentang cuti Notaris yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang.

Pasal 14

(1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memindahkan Notaris kewilayah kerja lain.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. bencana alam;

b. kerusuhan massa;

c. situasi keamanan yang tidak terkendali.
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Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah kota atau kabupaten yang mengakibatkan
terjadinya perubahan wilayah kerja Notaris, maka wilayah kerja yang tercantum
dalam pengangkatan Notaris yang bersangkutan secara hukum beralih ke wilayah
kerja yang baru, tanpa merubah surat keputusan yang lelah dikeluarkan.

(2) Notaris yang bersangkutan memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu
paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pemekaran.

BABV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, Notaris
Pengganti, dan Wakil Notaris Sementara;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penentuan formasi,
pengangkatan, peringatan, penertiban, dan pemberhentian.

(8) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tempat kedudukan, sarana
kantor, protokol, penyimpanan bundle minuta akta, jumlah akta, pengiriman

doublle repertorium, dan menindaklanjuti kebenaran laporan masyarakat.

(4) Menteri dapat mendelegasikan wewenang pengawasan kepada institusi atau Pejabat
yang berwenang.

Pasal 17

(1) Notaris, Nitaris Pengganti, dan Wakil Notaris Sementara yang telah mengucapkan
sumpah jabatannya, wajib mengirimkan kepada Direktorat Perdata Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umumum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dokumen sebagai berikut:

a. berita acara sumpah;
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b. contoh tanda tangan, paraf, dan stempel dengan lambang garuda yang memuat
nama dan wilayah kerja dengan tinta warna merah, bulat, dan berukuran 3,5
cm;

c. alamat kantor lengkap.

(2) Notaris yang pindah wilayah kerja, selain mengirimkan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), wajib mengirimkan berita acara serah terima protokol.

(8) Notaris dan Wakil Notaris Sementara wajib mencantumkan nomor dan tanggal
keputusan pengangtannya pada papan nama, kulit akta, dan kop surat.

(4) Bentuk dan ukuran papan nama jabatan Notaris adalah berbentuk empat persegi
panjang dengan ukuran 100 x 40 cm atau 150 x 60 cm, warna dasar putih, ulisan

dengan huruf capital berwarna hitam, untuk nama Notaris mekakai huruf yang lebih
besar.

Pasal 18

(1) Notaris dilarang :
a. membuka. kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;

b. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan
Notaris;

c. meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari Pejabat yang
berwenang atau dalam keadaan cuti;

d. mengadakan promos:i yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak
maupun media elektronik;

e. membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang
bersangkutan;

f. menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh
Menteri;

g. merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa
mengambil cuti jabatan.

h. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik
Negara/badan usaha millik daerah, pegawai swasta;

i. merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja
Notaris.

j. menolak calon Notaris magang di kantornya.
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, berlaku juga bagi ahli waris
Notaris yang bersangkutan.

(8) Dalam hal Notaris akan menJabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g,
wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri.

(4) Dalam hal Notaris melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
maka Menteri dapat memberikan sanksiberupa:

a. surat teguran,
b. surat peringatan;
c. pemberhentian sementara;

d. pemberhentian,tetap.

Pasall9

(1) Notaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dengan mengusulkan
Notaris yang akan menerima protokolnya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari termtung sejak Notaris yang bersangkutan genap berusia 64 (enam
puluh empat) tahun.

(2) Dalam hat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui, maka
Menteri menunjuk Notaris lain sebagai penampung protokol.

Pasal 20

(1) Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka isteri dan atau suami, anak atau keluarga
terdekat, atau pegawai. .Notaris, wajib melaporkan kepada Institusi yang
berwenang mengenai kematian almarhum dan menjelaskan apakah meninggal
dalam keadaan cuti atau tidak dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. (2) Laporan sebagaimana
dimaksud dalam ayal (1) disertai surat keterangan kematian dari Pejabat yang
berwenang.

BAB VI

PEMBERHENTIAN
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Pasal 21

(1) Notaris berhenti dari jabatannya apabila
a. setelah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
b. meninggal dunia;
c. atas permohonan sendiri;
d. diberhentikan dengan tidak hormat.

(2) Selain pemberhentian Notaris sebagaimana dimaksud dalam ayatc (I), Menteri dapat
memberhentikan Notaris dari jabatannya apabila:

a) Notaris melanggar salah satu syarat pengangkatan dalam jabatannya sebagai
Notaris;

b) Notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung
dengarr jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima)
tahun penjara;

c) merangkap jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan;

d) tidak dapat melaksanakan jabatannya setelah selesai menjalankan cuti 9
(sembijlan) tahun;

(3) Dalam Notaris berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Menteri
menerbitkan surat keputusan pemberhentiannya dan mengirimkan surat keputusan
tersebut, dalam jangka waktu pilling lama 1 (satu) bulan sebelum Notaris yang
bersangkutan berhenti karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun.

(4) Dalam hal Notaris berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ¢ dan d.,
maka Menteri menerbitkan surat keputusan pemberhentian;

Pasal 22

(1) Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf a, wajib menyerahkan Protokol kepada Notaris yang ditunjuk di hadapan
Pejabat yang berwenang.. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak Notaris yang bersangkutan berhenti karena telah mencapai usia 65 (enam
puluh lima) tahun.

(2) Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf b, ahli warisnya wajib menyerahkan Protokol kepada Notaris penampung
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protokol di hadapan Pejabat yang berwenang, dalam jangka waktu paling lambat 1
(satu) bulan terhitung sejak Menteri menerbitkan surat keputusan pemberhentian.

(8) Dalam hat Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf ¢ dan d, wajib menyerahkan Protokol kepada Notaris penampung protokol
di hadapan Pejabat yang berwenang, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu)
bulan terhitung sejak Menter! menerbitkan surat keputusan pemberhentian.

(4) Dalam hal di suatu wilayah kerja Notaris tidak terdapat Notaris yang ditunjuk sebagai
penerima protokol, maka protocol diserahkan kepada Pejabat yang berwenang,
sampat menunggu adanya Notarjs yang diangkat dalam wilayah kerja tersebut.

(5) Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) tidak termasuk
peralihan tanggung jawab atas masalah-masalah yang timbul dari protokol tersebut.

BAB VII

CUTINOTARIS

Pasal 23

(1) Permohonan cuti Notaris diajukan secara tertulis kepada:
a. Menteri apabila lebili dari 6 (enam) bulan;
b. Pejabat yang berwenang sampai dengan 6 (enam) bulan.

(2) Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti, wajib menunjuk Notaris Penggantinya
dengall. melampirkan dokumen dari Notaris Pengganti sebagai berikut :

a. fotokopi ijazah serendah-rendahnya sarjana hukum yang disahkan oleh
perguruan tinggi yang bersangkutanj;

b. fotokopi karu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;

c. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;

d. fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah ka'win yang disahkan oleh Notaris;
e. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian se tempatj;

f. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

g. pasfoto terbaru berwama ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar

h. daftar riwayat hidup.
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BAB VIII

NOTARIS PENGGANTI DAN WAKIL NOTARIS SEMENTARA

Pasal 24

(1) Dalaml hal Notaris cuti, maka atas dasar permohonan dari Notaris itu, Pejabat yang
berwenang mengangkat Notaris Pengganti untuk meneruskan tugas Notaris
tersebut sampai berakhir masa cuti Notaris yang bersangkutan.

(2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:

a. warga negara <Indonesia;
b. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

d. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian
Negata Republik <Indonesia se tempat;

e. serendah-rendahnya berpendidikan sarjana hokum,;
f. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;

g. sehat jasmari dan rohani.

Pasal 25

(1) Dalam hal di suatu kota atau kabupaten tidak ada Notaris, maka Pejabat yang
berwenang mengusulkan pengangkatan Wakil Notaris Sementara kepada Menteri.

(2) Usul pengangkatan Wakil Notaris Sementara disertai lampiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2).

(8) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Notaris Sementara adalah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 26
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Wakil Notaris Sementara wajib melaksanakan tugas jabatannya dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan diterima oleh
yang bersangkutan.

Pasal 27

Notaris Pengganti dan Wakil Notaris Sementara sebelum melaksanakan tugas jabatannya,
wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Pejabat yang berwenang.

Pasal 28

Notaris Pengganti dan Wakil Notaris Sementara, wajib menyampaikan keputusan ketetapan
Pejabat yang berwenang tentang pengangkatannya dan berita acara sumpah jabatan
kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak
disumpabh.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku juga terhadap Notaris Pegganti
dan Waki! Notaris Sementara.

Pasal 30

Wakil Notaris Sementara berhenti apabila:
a. Menteri mengangkat Notaris;

b. meninggal dunia;

c. atas permohonan sendiri;

d. diberhentikan dengan tidak hormat.

BABIX
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KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Keputusan Menteri ini tidak berlaku bagi permohonan pengangkatan danpindah Notaris
yang telah diajukan sebelum keputusan ini ditetapkan.

Pasal 32

<![endif]>Notaris dan atau Wakil Notaris Sementara yangmerangkap jabatan wajib
melepaskan jabatan rangkapnya paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusanini

ditetapkan.

(1

<![endif]>Dalam hal Notaris dan atau Wakil Notaris sementara tidak melepaskan
jabatan rangkapnya setelah lampaui waktu 1 (satu) tahun, maka Menteri mencabut

surat keputusanpengangkatannya.

(2)

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Sejak Keputusan Menteri ni berlaku, maka :

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Noor M.04-HT.03.10 Tahun 1998
tentang Pembinaan Notaris; dan

2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-HT.03.10 Tahun 1998
tentang Pengangkatan dan Perpindahan Wilayah Kerja Notaris;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
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Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 2003

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK <INDONESIA,

Ttd.

PROP.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA
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RIUBLIK INDONESIA
NOMOR; M-S ATLO2. 1T TATTUN 2004
TENTANG
FORMASTIABATAN MOTARIS
DENGAN RATIMAT TUIAN YANG MATLA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAIK ASAST MANUSTA
REPUBLIN INDONESIA,

Unding, Vindanygy, Nomor 30 Tahon 2000 entang Jabatan
Noturis telah ditctapkan Peraturan Menteri Tukum dan
Hak Asasi Manugia Republik lndonesia Nomor M.OT
l . ’ HT.03.00 Fabun 2007 (eatang Formast Jahalan Notaris;
; -~ b, Bahwa  leradinga perkembangan - umlah - penduduk
; ' dan  lejadingan pemekaran wilavaf o koto/kabupiaten
I mengakibatkinn perubahan formas jabatan Notaris, dan
terdapat kota/kabupaten baru akibat pemckaran belum
tergantin dakinn PeraturanMenteri tersebul pada hueal g
.c, Babwa berdwsarkan pertimbangan sehapainima dimaksud
pada hurul s dan horel b, perlu mencabut dan menetapkan
kembali Persturan Menteri Hukoum din ik Asast Manusia
Republik Tndonesia tentang Formis Tabatan Notaris, 2004,
No.I83 2

Menimbang :  a. Babwi untuk melaksanakan ketentian Pl 22 ayat (2)

i Mengingat o 1. Undang-uiiding, Nomor 30 Tabun 2004 tenting Jabatan

i Notaeis (Vembaran Negara Republik Indonesin Tabun 2004

| Nomwr 17 Tambaban Lembaran Negira Republikindonesia
& Nomaor 44321

2. Pernturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2005 tentange Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan lata Ko hementerian Negarg Republik [ndonesia

schagaimana telal diubah  dengan Pevatuean Dresiden

Republik ndonesia Nomar 62 tahuan 2005: v

3. Pertturin residens Republik Tndonesia Nomeor - 10

Tahun 20045 tentang Unit Organisasi dan Tugas "Eselon

I Kementeran Negara Republile Tndonesia sebagaimana

telah dinbah dengim Peraturan Presiden Republik Indonesia
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tentang Sy Lo Tata Cara Pengang
dan Pembuothennan Molaris:

katan, Perpindahan,

5. Peraturan Mot o Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesin: Nuwiew M.09-PR.O7.10 Tahun 2007 lentang

Organisasi dan 1ata Kerja Departemen Hukum dan Hak
Asasi Mannzin

VEENIU TS KAN ¢

Menetapkan 1 PERATURAN MIMIERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA TENTA NG FORMASI JABATAN NOTARIS.

asad |
(1) Formasi Jabatan Notaris adulh ju-uentuan jumlah Notaris yang dibl;ltuhkan
pada suatu tempat kedudukan Nowws, e
{(2) Formasi Jabatan Notaris digunal an schagai pedoman dalam melaksanakan
pengangkatan dan perpindahan Motaris,

I"asal 2
Formasi Jabatan Nolaris sebagaimam dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
lampiran yang berisi kolom nom, provinsi yang terdini dari 3 2009, No.183

kabupaten/kota, jumlah yang terdini i penduduk dan formasi yangmerupakan
bagian tidak té:pisahkan dari Peratim Menteri ini. i

_ . _ Pasal 3 “

Menteri berwenang mengangkal Nuolaris dalam suatu tempat kedudukan dan
memindahkan Notaris dari satu teiipa & cdudukan ke tempat kedudukan 1ain atas
permohonan yang bersangkulan. .

Pasal 4

aku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nonin N 1] -HT.03.01 Tahun 2007 tentang Formasi
Jabatan Notaris dicabut dan dinyatak:u tidak berlaku. Formasi jabatan..

Scjak Peraturan Menteri ini ber

L

Peraturan Menleri i i) bbby ey litung sejak Gyl ditetaplan, Ap UL
trang mengetahainya, "ertoing Menterd ing

diundlinghan deng g eIy
dalam Berita Negara Republil, Widonesi.

Pitetapkan di Jukiuta
padit tanggal 6 Juli 2000

MENTERI HUISUM DAN TTAK ASAS]
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

|
ANDEMATTALATTA
Diundangkan di Jakarta
: pada tanggal 6 Juli 2009
!_ MENTERI HUKUM DAN I1A K ASAST MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

., Tommy Prabowo, FHUI, 2011




LAMPIRAN FETATUIIALL ML
REPUBLIK INDONI ilAy
NOMOR: M.HH-05 Ao b

U ETINEIM AN HAK ASAS

UL e

I MANUSIA

Cprovie
NO | ;
- KABUPA I 11 PENDUDUK | FORMASI
1 ¢ 3 4
|| NANGGROE ACEH DARUMN® A AM '
1 [ Kab. Aceh Barat 170.002 15
2 | Kab. Aceh Barat [y 117.727 10
3 | Kab. Aceh Besar 318.950 29.
4 | Kab. Aceh Jaya 64.141 5
5 | Kab. Aceh Selaiin 218.235 18
§ | Kab, Aceh Singkil 109.125 10
7 | Kab. Aceh Tamiing) 264,626 24
8 | Kab. Aceh Tengih 192,201 17
9 | Kab. Aceh Tengyiitn 170105 | 15
10 | Kab. Aceh Timur 362611 . 32
11 | Kab. Aceh Ulara 534411 : 48
12 | Kab. Bener Meriah 125.075 11
13 | Kab. Bireven 365.973 33
14 | Kab. Gayo Lues 80.351 7
15 | Kab. Nagan Raya 173.960 15
16 | Kab. Pidie B 528.715 47
17 | Kab. Pidie Jaya 134,794 12
18 | Kab, Simeulue 82,064 | - 7
19 | Kota Banda Aceh 168.551 15
20 | Kota Langsa ) 178.496 16
21 | Kota Lhokseumawe 162,507 15
22 | Kota Sabang 35073 | 3
b 23 | Kota Subulussalam ; 74.497 7
i —[ SUMATERA UTARA
1 [ Kab. Asahan - 966.255 87
2 | Kab. Batubara 348.057 o
3 | Kab. Dain 289.673 i
4 | Kab, Deli Serdang 1.647.570 148
5 | Kab. Humbang Hasundin. 141.3%7 13
6 | Kab, Karo ] 303.186 | - 27
7_| Kab. Labuhan Balu 943.720 85
8 | Kab, Langkat 1.249.317 112
9 | Kab. Mandailing Natal 448.904 40
| 10 [ Kab. Nias 463.212 42
11 | Kab. Nias Selatan 392.686 35
12 | Kab. Pak-Pak Bhar:l 37.708 2
13 | Kab. Padang Lawas _ 248249 | 22
14 | Kab. Padang Lawas . 203.923 L
___________ 15 | Kab. Samosir 124.042 | - ' 11
16 | Kab. Serdang Bedngin 622.049 56
{ 17 | Kab, Simalungun 62 el iShata
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V_| KEPULAUANRIAU 1 1
1 1 | Kab. Binlan : 147,208 13 v
I 2 | Kab. Karimun . ‘ 225673 20 ¢
_.._8 | Kab. Linggs . : 87.461 8
|4 [ Keb Natuna | 122.153, 1
5 | Kola Batam ) | ___7B2.874 70
6 | Kota Tanjung Pinang i 193.428 L
vI_| JamBi ] i
1_| Kab. Batanghan ! 202.001 18
2 | Kab. Bungo _ d L 271.144 24
L |3 .| Kab Kednci ..316.491 20
_ 4 | Kab. Merangin ) 259,760 23
5 | Kab. Muaro Jambi 306.808 27
6 | Kab. Sarolangun ____200.607 18
L 7_| Kab. Tebo 248.098 22
8 | Kab. Tanjung Jabung Baninl 242.509 22
9 | Kab, Tanjung Jabung Tin 190.934 | - 17
10 | Kota Jambi i 547.201 49
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1 2 3 4
Vil_| SUMATERA SELATAN _ '
s 1 Kl o Asin 747.035 67
T 2 Kb Fanjel 1awang 183.602 17
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i 4 Kt M) i £606.892 " '83
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7 Kby 0y i 407.414 37
B IK-r:I v U Foanering Hir 654.813 59
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Kaby, i lomering Ul ,
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13 Kb Dl s _ 883.641 79 | s [4CVINL]
14 Kal, St 1.492.364 134 l [ KA NKOIA TP M I OMAL
15 Kol £kt 2.430.388 219 % &L » i il : l
16 Kalb. '.i1|lr.1.-.-|...--; 1.143.587 103 ‘ 21 | Kab. |"-”W"1"i“ T R
1; Kab. Lisikina o e 1.744,104 157 | 22| Kab. Resnhing — 1 TR
= EUE:’[ ni’lllfilill'l 2.214.699 199 \ 23 | Kab. Sﬁ:‘”“l“t“” _:l—. UFSEIIN
ol g . 179.918 16 | 24 | Kab. Sragim IR
20 Kota Brknnt 2.112.501 190 | 25 | Kab. Sukuhinjo o A A L ]
21 Kota Bego : 992.471 89 l 26 | Kab. Tegl S T TSRS ‘
22 Kot t'.lluml-- 566.977 51 . i 27 | Kab. Temangqung e S|
23 Kota Gitotun 284.102 25 E 28 | Kab. Wonugiri 1 IRTIIRER
24 Kola [?t’plll- 1.219.093 110 | 29 | Kab. Wonosatis i ik L
B 1 Kota Skt : 363.432 3 I 30 | Kota Magalang N |- ey
| 26 Kota Tiwabrie slaer 421.937 38 31 | Kota Pokalongin S S,
/ | 32 | Kota Salatiyn - TR IR
Xl | BANTEN : ) i 33 | Kota Semarany T Lhidb
1| Kab. 1ot L 1.188.710 107 ' 34 | Kota Surakarla k- AT 7
2 | Kab. Pandenury 1.153.3314 104 35 | Kola Tegal ' PN N MG
3 | Kab. Seviieg 1.297.443 117 ' ] '
(/[ Kab. Tangorni | 3.443561 | 310 .~ 1 XV | DAISTA YOGYAKARTA I e
s s | OEREe—— o
3 e %‘_ i : 1 2 _{ Kab. Gunung Kidul . [(RRIAH
ota Tangr g 1.369.398 123 ! 3 1 Kab. Kulonprogo AN
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: g | 5 | Kota Yogyakarta T oGy o - kil
JAWA '1 s S
XIV | TENGAH £ xvl | JAWA TIMUR B e, sz o}
1 K'.aE.'_ﬁfll.;i.mu'-nu:l 1.009.005 91 i 1 | Kab. Bangkalin B R ¥ s
2 | Kab. Banyinr. 1.746.971 157 I 2_| Kab. Banyuwarngi B ST s ——
3 | Kab. Batinn 755.782 68 1 3 | Kab. Blitar _ R IO P [ tis_ |
| 4 | Kab. Bior: 1.068.316 96 4 | Kab. Bojonegou . - 1 AUD. 126
[ | 5 | Kab. Boyiolah 036.772 a4 'l 5 | Kab. Bondowusu ) LRI 67
[ ] 6 | Kab. Brehee. _| 1.907.284 172 1 6 || Kab. Gresik I 1A tel 0y
| 7 | Kab. Citaiyp 1,133.836 102 7 1 Kab. Jembheor N P 2000
| 8 | Kab. Douvib : 1.106.008 100 ’ 8 || Kab. Jombany 3 ot | i
N 9 | Kab. Grohin . 1.380.491 124 9 | Kab. Kedliri T Lasngen 134
| 10 | Kab. Jopitin - 1.049.826 94 10 | Kab, Lamonyjin N pannaeg | 127
| 11 | Kab. Karanugnyar 845576 76 = 11 | Kab. Lumajarg | e voraed | e
12 | Kab. Kelmimen 1.261.044 113 L 12 | Kab. Madiun | ?(iﬁ.?‘ﬁ;f 3 B9
13 keab, Kenty 1.016.814 o1 13 | Kab, Magetn 1 I N
14 | Kab. Klalon 715.314 64 14 | Kab, Malomy) 1 . vamlo4d)  2e4
15 | Kab. Kudi, ) 734.504 66 15 | Kab. Mojokarto | L L0isa79 91
16 | Kab. Magitnng — 1.202.569 108 16 | Kab. Nganjnk T iwirges| 1o
17 | Kab. Pali 1.278.002 115 17_| Kab. Ngawi _ T 022450 83
18 | Kab. Pe_!mh My 991.984 B9, } 18 | Kab. PHF“?IN . 5-50.?'23 52
I 19 | Kab, Pem:tirn l 1,865.786 170 19 | Kab. Pamekasan T Tesioes 77
L | 20 | Kab. Purhilinegga | 916.575 82 20 | Kab. Pasuruan " 1.191.445 107
— : 21 | Kab. Ponorogo T 1,011,854 91
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25 | Kab. Situbondo 709.217 64
26 | Kab. Sumenep ~ 1.126.869 101
27 | Kab. Trenggalek 731.761 66
28 | Kab, Tuban . 1.097.106 99
29 | Kab. Tulungagung 1.130.713 102
30 | Kota Batu i 194.829 17
31 | Kota Blitar 143.400 13
PROVINS! JUMLAH *
KABUPATEN/KO 1A PENDUDUK FORMASI
2 3 4
Kokia 1 i 269.890 24
Koty Mivlinn 187.484 17
1 Kot M.l 810.690 73
Katin M yikerio 119,522 11
Kt Fdiruan 177.652 16
Katis 1 habolinggo 22077 20
Kota fnabaya 3.142.81% 283
BALI _
4 Kab, Hhinlung 404,111 38
2 Kals gl 226,128 20
3 Kab, Huleleng 653.130 59
4 " kab tauryar 433.082 39
5 Kab, enibrana 259.582 23
.6 Katy, I'..u;nnéjasern 403,415 36
7 Kab, ¥ llln”klung 183.232 16
8 Kab. lilsinan 421.333 38
9 Kota Lhnpasar 576.451 52
NUSA TENGGARA
BARAT _
1 Kal, P 436.438 39
2 T(Z!h ||l‘||1|}|;I 224,573 20
3 Kah Lombok Barat 744,484 67
4 Kaly [ inbok Tengah 828.376 74
5 | Kab, 1ok Timur 1.149.202 103
6 “Kab. 1 mbok Utara 204.556 18
7 Kab, inbawa 362.797 33
_ 8 Kal, tiinbawa Barat 122,631 11
9 Kota Ui 121.820 11
10 Kota Miliram 382.928 34
NUSA TENGGARA, i
TIMUR
Kalby, Mo B&% PR P
Kat. 144 397591~ JOR R

i

i T 5 Iarh. Kupiing R k)
| 6 b, Lembila oy '
7 15i1b, M;[ns]g';'{\rai ' SENAD il
8 1Kt M:mgg_qgi_ﬂ_a_ra“l'_' RUTRIFE Ih
9 Kirh. Mingarai Tirnu-é S 21
10 il Ngalrla_ g i
11 i, N.']gn__kb [RAEHY i
12 Kiilh, Role Ndao [T 10
13 Kb, Sikka UL 21
14 Kalr Humba Barat ’ ISR w0
. £ Kaoby. Sumba Barat
15 Liiya s SRR 14
16 - JiSTIER Sum_tml 1 5
17 ey, St.np_p_a_'r‘_n'lﬂr____ A 1w s
Kaly, Timor Tengah :
18 Selatan - W B g .
Kb, Timor Tengah
18 Ulaun e ] RO o
20 Kol Kupang AR 37
| XX | KALIMANTAN BARAT o
1 || Kab. Bengkayang o3y AR I
2 Kal, Kapuas Hulu Sl hag 18 ]
3 Katb. Kelapang_ antdiag ) 32
4 Kab. Kayong Uara 1 768 e |
Bl . Knb. Kubn Raya sy | ee
K _PROVINSI [ JUMLAM
KABUPATEN/KO TA [KREIRIRIRINTS FORMASI
; L : G [ P e
L] Kab, Landak daGT 2 ) 31
7 WKah, Molaw? 1 b T g
| 8 Kab. Pontianak 201006 a
9 1<ah. Sanbis IR TagT T
i 10 | Kab, Sanggau seive | a4 T
: 11 ' Kals, Sekadau | ETE7 B T T
12 S T 405,349 27
- 13 _ | Kol Pontianak” | 456,559 |
] 14 Kot Gingkawang | 194.949 | 17 |
: KALIMANTAN
! XX | TENGAH
A 1 ab. Barilo Selalan 120,208 11
!' 2 Kab. ity I'iu_tyr_'_ 85.985 8
3 i Kab. Barilu Ulara 105.472 9
q Kah. Gumimymas . B R
“ 5 Kab, Kapuas o 147.789 k3
6 Kab, Katingan 162,956 |
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Boade 1wl

) _ 63,669 6
10 | Kab by Raya 89531 8
- 11 ol Lol Pisau 119.777 11
12 T ka R E 146.290 13
13 Ko abonnira I 39.548 3
C 14 Koo 1 ke Raya | 155.709 14
KALIMANTAN
XXI | SELATAN
4 Kot 1o 101.187 9
2 Kale bg 444,019 40
3 Kab Dol Kuala 289.175 26
Kab tinln Sungai
4 Selolan 290.049| ' 19
Kale |l Sungai '
5 Terwgah 241162 22
{ | 6 Kah Vil Sungal Utara | 212.657 19
| | 7 Knb vl Baru | 316.997 | 28
T 8 [ Hoh Labalong | 204,682 | 18
[ I ) | by 1t Bumbu | 232,917 | 21 |
[ | 10 T Kab banah Lawt | 269.811 | 24 |
l 1 11V Kat Lopin | 143,998 13 1
[ | 12 Kok banjarbary | 148.133 13
} | B Kolo 1:wjarmasin | 595.986 54
XX | KALIMANTAN TIMUR i
| 1 Kab Bz 42.813 4
2 Kab fulungan 113.265 10
3 Kl kulai Barat 66.430 8
| 4 Kah l.ilai Kartanegara 560.948 50
\ [ 5 Kahr bt Timur 206.240 18
|| B Kirkr Milinau 63.018 5
| ¥ Kabv Fhunukan 1036081 » 9 |
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i 9 Kih 3 taser 189.467 17 ‘l
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]1 14 I_Ku!:: i:ma Tidung l 12,805 1 l )
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i ? 3 4
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’ ¥ - [P R S Y ARA N7 A2
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(R 17
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XXVl | SULAWESI UTARA | \ o
.; ol Kal, Buliang Mongondow [RUERIKY 30
: \ ~ : Kab. Bulaang Mongondow
! 2 (S IHTH . [P B
|I | 3| Kab Kepuiayan Sangihe p 1
X Wil Kep, Siau Tagulanda ]
4 Biiuo R GEL/ R
i N 5 Kal. Kepulauan Talaud w70 7
| | 6 IKab, Minahasa B o] 27
l ] T Kals. Minahasa Selatan popano | 18
[ | 8 Kals. Minnhasa Utara Wiy | o 14
| l | 9 Kaly Minahasa Tenggara weaor | 9
| [ 10 Keils, Sitara__ taps7| B
11 Katn Bitung ) 1ma285 | 18
12 Kota Kotamebagy | 08,909 | 9
Kolis Ma Hua47 | 36
; Kata Tormohon ) BIEO2% | B
l |
1 1 | Kab. Banggai B a0a99s | 27
{ | 2 _ | Kaby Bangyai Ke ulauan 161290 14
i i 3 Kab, Boul 9674 | A1
I | 4 Kab, Donggala AGLO38 | 42
5 Kab, Morowali [[LeE syl S |
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. |
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i ; Keh.Kolaka ____ s MO0 15 5
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6 Kab. Konawe " 244586 22
77 7 77| Keb. Konawe Utara 115.816 10
8~ | Kab. Konawe selatan 268.118 24
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dan Pembwrhentian Molueis; ‘

- Peraturan Mont o inkum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesin Nonew NL.O9-PR.07.10 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan 1ata Kerja Departemen Hukum dan Hak
Asasi Mannsin

MICVEVFIISKAN -

PERATURAN NIHTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSTA TENTARG FORMASI JABATAN NOTARIS.

!

Menetapkan :

tasal |

(1) Formasi Jabatan Notaris adalah ju-nentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan
pada suatu termpat kedudukan Nutas,

2) Formasi Jabatan Notaris digunabin scbagai pedoman dalam melaksanakan
. pengangkatan dan perpindahan Moy,

Pasal 2
lormasi Jabatan Notaris sebagaiman: (hnaksud dalam Pasal |, tercantum dalam
lampiran yang berisi kolom nomor. provinsi yang terdiri dari 3 2009, No.183

kabupaten/keta, jumlah yang terdin i penduduk dan formasi yangmerupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peratuian Menteri ini.

asal 3 ,
Menteri berwenang mengangkal Notris dalam suatu tempat kedudukan dan

memindahkan Notaris dari satu tempil Ledudukan ke tempat kedudukan lain atas
permehonan yang bersangkutan.

PPasul 4
Sejak Peraturan Menteri ini berlaku. I'vraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor M .111-HT.03.01 Tahun 2007 tentang Formasi
Jabatan Notaris dicabut dan dinyatuhau nidak berlaku,

Formasi}jabatan..., Tom

—— e ——————

Peraturan Menteri ini nuli b lish tevhittung sejak Gyl dedetaphan, Ay setiog
orang mengetahuinya, Pevatian Menteri ind diundanghan dengaa penens

l‘ilt.'“]“yi:
dalam Berita Negara Repubhil odonesia,

I ivtapkan di Jakaita

panli tanggal 6 Juli 0w

MENTERI HUKUN 1YAN ALK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AN MATTALATTA

Diundangkan di Jakartu.
pada tanggal 6 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

imy Prabowo, FHUI, 2011
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